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PENGANTAR PENERBIT 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Yayasan Madinah Al-Aziziyah 

dengan bangga mempersembahkan buku berjudul "Pengembangan Cash 

Waqaf Pada Institusi Pendidikan Tinggi Islam" karya Amiruddin Abdullah 

dan Ruslan Razali. Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam 

pengembangan wakaf tunai di lembaga pendidikan tinggi Islam, sebuah 

upaya yang tidak hanya bertujuan untuk pengembangan finansial tetapi 

juga untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat. 

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang 

memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memperkuat 

perekonomian umat. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, wakaf tunai 

dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan pembiayaan dan 

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Buku ini memberikan 

panduan komprehensif tentang konsep, implementasi, dan strategi 

pengembangan wakaf tunai yang dapat diterapkan di lingkungan 

perguruan tinggi Islam. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi 

penting bagi para akademisi, praktisi wakaf, dan semua pihak yang 

berkepentingan dalam pengelolaan wakaf tunai di institusi pendidikan 

tinggi Islam.  

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis, 

Amiruddin Abdullah dan Ruslan Razali, yang telah memberikan dedikasi 

dan keahlian mereka dalam menulis buku ini. Kami juga berterima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku 

ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi 

bagi kita semua dalam mengembangkan wakaf tunai di institusi 

pendidikan tinggi Islam. Semoga Allah SWT meridhai dan memberkahi 

setiap langkah kita dalam upaya memajukan pendidikan dan 

kesejahteraan umat. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 

Bireuen, 30 Desember 2022 

 

Penerbit 
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PENGANTAR PENULIS 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, 

karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menghasilkan satu buah 

buku hasil penelitian Litapdimas Tahun 2022 yang berjudul 

"Pengembangan Cash Waqaf Pada Institusi Pendidikan Tinggi 

Islam." Buku ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi kami 

dalam menggali potensi wakaf tunai sebagai solusi strategis untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan di lembaga 

pendidikan tinggi Islam. 

Dalam buku ini, kami mencoba memberikan panduan praktis 

dan komprehensif tentang konsep, implementasi, dan strategi 

pengembangan wakaf tunai. Kami berharap buku ini dapat menjadi 

referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi wakaf, serta 

semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tunai di 

institusi pendidikan tinggi Islam. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan 

Madinah Al-Aziziyah atas dukungan dan kerja samanya dalam 

menerbitkan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat 

yang besar dan menjadi inspirasi bagi pengembangan wakaf tunai di 

masa depan. 

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Bireuen, 30 Desember 2022 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sepanjang sejarah pendidikan Islam, waqaf sebagai bagian 

dari Islamic spirit of philanthropy telah memerankan fungsi yang 

sangat penting dalam berbagai aspek keumatan, terutama dalam 

bidang pendidikan serta mendukung penyelenggaraan proses belajar 

mengajar di semua institusi pendidikan Islam seperti Masjid, Maktab, 

Madarasah, Bayt-al Hikmah, Ma’had, Jamiah dan lain-lain. Bahkan 

dalam konteks yang lebih luas, waqaf juga telah menjadi salah satu 

solusi mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial seperti 

kemiskinan, kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan 

jambatan, taman dan lingkungan1. Dan ini menjadi salah satu pilar 

penting dan sumber utama dalam memperkuat pembangunan 

peradaban Islam. Dari sekian banyak perguruan tinggi Islam yang 

sukses terbina dengan dukungan kuat dari sistem waqaf adalah 

Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir menjadi salah satu institusi yang 

dapat berkembang dan bertahan dalam rentang waktu berabad-abad 

lamanya. Bermula pada masa Dinasti Fatimiyah dan Al-Muizz dalam 

tahun 925-975 Masehi2. 

Fenomena ini juga berkembang pesat di Nusantara seiring 

dengan perkembangan dunia pendidikan Islam yang meningkat 

secara intensif dalam berbagai aspek dari waktu ke waktu. 

Kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan menjadi semakin 

besar yang seiring dengan keperluan akan tenaga pendidikan dan 

disertai dengan peningkatan aspek kesejahteraan para guru dan 

murid pada semua level institusi3. Di Aceh, lembaga-lembaga 

 
1Kahf, Monzer. The Role of Waqaf in Improving the Ummah Welfare.Paper 

Presented in International Seminar on Waqaf as a Legal Private Body organized by 
the Islamic University of North Sumatra. Medan, Indonesia. 2003. 

2Ahmad, Mohammad Akhlaq. Traditional Education Among Muslims; A 
Study of Some Aspects in Modern India. Delhi: B. R. Publishing Corporation. 1985. 

3Khan, Mohammad Sharif.Education, Religion and the Modern Age. New 
Delhi:Ashish Publishing House. 1990. 
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pendidikan Islam tradisional juga telah berkembang dan mengalami 

perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek dengan dukungan 

utama dari sistem waqaf. Pondok-pondok pesantren kini sudah 

mulai berkembang ke arah modernisasi, baik dalam hal infrastruktur 

maupun sistem pendidikannya. Dilingkungan pondok pesantren di 

Aceh, yang lebih dikenal dengan istilah Dayah, kini bukan saja telah 

berdiri banyak sekolah-sekolah formal bahkan sudah mulai tumbuh 

beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berbasis 

pondok pesantren (dayah). Hubungan antara lembaga-lembaga 

pendidikan tradisional ini dengan instansi-instansi pemerintahan 

pun semakin intensif, baik melalui pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Perhatian dan dukungan yang secara khusus 

diberikan oleh Kementerian Agama RI telah mendorong lembaga-

lembaga pendidikan Islam ini, khususnya pada level perguruan tinggi 

menjadi semakin berkembang dan telah mengikuti standarisasi yang 

ditetapkan. Namun demikian, pada sisi lain kemandirian lembaga-

lembaga ini perlu diperkuat, terutama dalam aspek ekonomi 

pendidikan dan sistem manajemen keuangan, agar keberadaannya 

dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin profesional 

dimasa depan. 

 
B. Potensi Pengembangan Waqaf Tunai 

Salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan dalam 

merevitalisasi kemandirian ekonomi dan keuangan perguruan tinggi 

dilingkungan pondok pesantren ini adalah dengan mereformulasikan 

sistem pengelolaan aset dan properti waqaf yang dimiliki. Selama ini 

aset dan properti waqaf seperti tanah, kebun, sawah, tambak, 

bangunan dan lain-lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

pendidikan ini masih dikelola dan dimanfaatkan secara tradisional4. 

Bahkan banyak yang tidak terinventarisasi pada badan resmi yang 
 

4Ruslan Razali, “The Role of Waqaf in Acehnese Dayah’s Educational 
Development ”Paper Presented at Aceh Development Internasional Conference / 
ADIC) 2011, Organized  byNational University of Malaysia (UKM) and 
Internasional Association of Acehnese Scholars (IAAS). Proceeding of ADIC Vol. II. 
2011. 
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terkait seperti Baitul Mal, Bazis atau Badan Waqaf Indonesia. 

Padahal seluruh aset dan properti ini memiliki nilai yang sangat 

tinggi jika dikelola secara lebih profesional. Pada sisi lain, peluang 

untuk mengembangkan pendanaan lembaga pendidikan dari 

sumber-sumber waqaf yang baru sangatlah besar, terutama dengan 

pola penggalangan waqaf tunai atau cash waqaf yang sekarang mulai 

luas dijalankan dibanyak tempat. Potensi dari para donatur tetap dan 

juga para alumni sangatlah besar untuk dikembangkan. Hanya saja 

perlu upaya untuk membuka peluang manajerial dan sosialisasi 

secara lebih komprehensif. 

Peluang ini mulai muncul terutama sejak tahun 2002, ketika 

Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa 

diperbolehkannya implementasi sistem cash waqaf atau juga dikenal 

dengan sebutan waqaf tunai di Indonesia5. Dan kemudian dua tahun 

setelahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf yang pada pasal 28 s/d 31 membahas 

tentang aset waqaf yang bergerak dan  berbentuk tunai seperti uang. 

Kemudian pemerintah mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai turunan UU N0 41/2004 yang 

secara lebih luas mengatur tentang mekanisme implementasi model 

waqaf cash atau waqaf bergerak berbentuk uang.  

Waqaf cash atau disebut juga waqfal- nuqud merupakan 

wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, organisasi 

ataupun badan hukum dalam wujud pemanfaatan uang secara tunai 

ataupun dapat juga berbentuk surat-surat berharga lainnya. Sering 

juga disebut dengan istilah waqaf produktif6. Dengan dukungan 

regulasi yang kuat itu, maka peluang untuk mengembangkan sistem 

 
5Komisi Fatwa MajlisUlama Indonesia (MUI), “Fatwa tentang Waqaf Uang 

”Dalam Himpunan Fatwa MajlisUlama Indonesia. 11 Mei 2002. 
6Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 41 Tahun2004. 

7. Khademolhoseini, M. (n.d). Cash-waqf a new financial instrument for 
financing issues: An anlaysis of structure and Islamic justification of its 
commercialization. Retrieved on 11th December, (2012) from 
www.iefpedia.com/english/?p=4437#high_1. 
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waqaf bergerak berbentuk tunai ini sudah terbuka dan banyak pihak 

yang mulai menginisiasi penerapan model ini. Sejumlah lembaga-

lembaga keuangan syariah mulai menjadikan sistem ini sebagai 

model baru untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari 

basis aset dan properti waqaf. Kemudian pemerintah secara resmi 

melalui kerja sama Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, 

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Badan Waqaf 

Indonesia (BWI) telah melancarkan program pengembangan waqaf 

tunai. Peluncuran inisiatif ini dinamakan Cash Waqaf Linked Sukuk 

(CWLS) dengan melibatkan juga Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

Penerima Waqaf Uang (PWU) dan Non LKS PWU.  Dan kini, mulai 

memperoleh hasil yang maksimal sejak 2018. Secara lebih luas, di 

beberapa negara Muslim lainnya juga pola ini telah mulai 

berkembang, seperti di Malaysia, Turki, Kuwait, Bangladesh dan lain-

lain. Sebagaimana disebutkan dalam kajian Dalam kajian Majid 

Khademol Hoseini tentang Cash Waqaf dan Isu-Isu Instrumen 

Finansial, bahwa Jika dibandingkan dengan waqaf tak bergerak, yang 

sebelum nya lebih dominan seperti bangunan dan tanah, maka 

seiring dengan perkembangan zaman dan system ekonomi keuangan 

masyarakat sekarang model cash waqaf mulai lebih digalakkan 

untuk dijalankan. Hal ini karena model waqaf tunai ini lebih fleksibel 

dan praktis untuk dikembangkan dan potensi mamfaat nya lebih 

mudah didistribusikan kepada para penerima (mauquf alaih). Dari 

sudut philantropis pula, Cash Waqaf atau waqaf tunai lebih 

merupakan cerminan dari sikap keikhlasan atau derma bakti dari 

individu atau sekumpulan orang dalam mendedikasikan sejumlah 

uang miliknya yang dapat dikembangkan agar diperoleh hasil dan 

mamfaat nya dengan tujuan-tujuan tertentu.7 Lagi pula, dalam 

konteks masyarakat di Indonesia yang secara ekonomi lebih 

dominan kalangan menengah kebawah, pola waqaf tunai ini lebih 

 
7 Khademolhoseini, M. (n.d). Cash-waqf a new financial instrument for 

financing issues: An anlaysis of structure and Islamic justification of its 
commercialization. Retrieved on 11th December, (2012) from 
www.iefpedia.com/english/?p=4437#high_1. 
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potensial untuk dikembangkan dibandingkan pola waqaf asset 

permanen (tak bergerak) yang lebih terkesan waqaf yang demikian 

itu hanya mampu dilaksanakan oleh kalangan tertebtu saja. 

Sementara model waqaf tunai berupa uang ini dapat dilakukan oleh 

masyarakat yang dermawan secara umum dengan variasi 

kemampuan masing-masing sebagai bentuk partisipasi ikut serta 

serta dalam beribadah dan membantu secara ekonomi terhadap 

keperluan keummatan.8 

Sebagai bagian dari konsep ekonomi social dalam Islam, pola 

waqaf tunai ini dikembangkan dengan pengolalaan yang professional 

dan bertanggung jawab oleh nazir waqaf atau mutawalli sebagai 

manager pengelolaan modal dasar keuangan. Nazir waqaf ini dapat 

berupa individu atau tim maupun lembaga keuangan tertentu yang 

bertugas mengurus dan menginvestasikan modal waqaf tersebut 

pada sector yang riil dan terjamin keselamatan permodalannya 

sesuai dengan system dan hukum ekonomi syariah. Kemudiannya 

hasil ataupun keuntungan dari usaha permodalan waqaf ini di 

alokasikan mamfaat nya sesuai kontak perjanjian dengan para waqif 

sebelumnya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Seperti untuk pemamfaatan dana/ sarana pendidikan, beasiswa, 

bantuan subsidi, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

para nazir atau pengelola dana waqaf tunai ini mestilah pihak yang 

memiliki kapasitas dan keahlian manajerial yang tinggi dan 

terpercaya.9 

Tabel berikut ini adalah gambaran tentang pola pelaksanaan 

model cash waqaf menurut kajian Dahlia Ibrahim & Haslindar 

Ibrahim : 

 
 

8 Ira Chandra Puspita, “Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darusshalihin 
Kota Batu”, Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, h. 
35-44.  

9 Khademolhoseini, M. (n.d). Cash-waqf a new financial instrument for 
financing issues: An anlaysis of structure and Islamic justification of its 
commercialization. Retrieved on 11th December, (2012) from 
www.iefpedia.com/english/?p=4437#high_1. 
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Sesuai dengan perkembangan era digitilisasi, system 

penggalangan dana waqaf, terutama waqaf tunai juga dimudahkan 

dengan mengikuti system fintech (financial technology) terkini. 

Dimana proses transaksi, penggalangan dan penyaluran dana dapat 

digunakan jalur online melalui aplikasi jaringan internet. Sehingga 

pengembangan aplikasi dan pola seperti e-cash waqaf atau system e-

commerce lainnya perlu diterapkan.10 Lebih jauh, para penganjur 

diharapkan mempersiapkan beberapa pola pengumpulan dana yang 

lazimnya sekarang untuk dijalankan. Diantara nya perlu adanya 

kesiapan instrument pendanaan melalui cash payment (bayar 

langsung) atau Electronic payment (bayar via online system). 

Kemudian disertai adanya pemberian sertifikat atau kupon waqaf 

bagi para penderma dan juga yang ketiga dapat juga mempersiapkan 

system sukuk dalam penggalanan dana waqaf, seperti yang 

 
10 Syamsuri, Syamsuddin Arif, Alfarid Fedro, Vina Fithriana Wibisono, 

Veithzal Rivai, Iwan Kurniawan Subagja, Salim Basalamah, “Existence of Waqf in 
Enhancing of Indonesia Financial Stability in Era Industrial Revolution 4.0: A 
Conceptual Design” East African Scholars Journal of Economics, Business and 
Management, Abbreviated Key Title: East African Scholars J Econ Bus Manag ISSN 
2617-4464 (Print) | ISSN 2617-7269 (Online), Published By East African Scholars 
Publisher, Kenya, Volume-2 | Issue-12 | Dec-2019 

Dana 
Waqaf/Modal 

Penyaluran 
Kepada 

Mauquf ‘Alaih 

5-Hasil Yang Diperolah 
Digunakan Sesuai Tujuan dan 
Kesepakatan dengan Para Waqif 

4-Keuntungan Didapatkan 
Umumnya Melalui Sistem 
Transaksi Mudarabah 

3-Modal Dana Waqaf 
Diinvestasikan 

2-Pihak Nazir Waqaf atau 
Lembaga Pengelola Modal 
Sesuai Kontrak Wakalah 

1-Para Pewaqaf atau 
Waqif Mengeluarkan 
Sejumlah Uang Tunai 

Para Waqif atau 
Depositor 

Investasi/ Usaha 

Hasil Investasi / 
Dana Untuk Charity 

Nazir Waqaf/ 
Individu / 
Lembaga 
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dikembangkan pemerintah, baik permanen atau temporal. 

Dari sekian banyak pihak yang mulai menerapkan 

pengembangan model cash waqaf ini di Indonesia, adalah 

implementasi waqaf tunai pada Mesjid Darusshalihin, Kota Batu, 

Malang Jawa Timur. Kajian menarik didapati dari pengalaman 

pengelola masjid ini yaitu dengan melancarkan kampanye waqaf 

tunai sebagai dana abadi pembangunan dan pengelolaan mesjid yang 

berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga sebagai sarana pendidikan 

masyarakat Islam di kawasan tersebut. Penggalangan model dana 

abadi pada masjid ini dikeluarkan dengan system penerbitan 

sertifikat waqaf tunai dengan nomimal nya berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuan para waqif. Manfaat dari penerbitan sertifikat 

ini mengacu pada pertimbangan yaitu; pertama agar para waqif 

memiliki bukti keikutsertaan dengan dominasi tertentu. Kedua, 

sertifikat waqaf tunai ini juga digunakan atas nama orang-orang 

tertentu dari kalangan keluarga atau kolega, baik yang masih hidup 

atau sudah meninggal sebagai bukti keikutsertaan dan bernilai 

ibadah jariah yang permanen. Ketiga, sertifikat ini dikeluarkan 

sebagai model investasi social dan keummatan dan keempat 

menjadikan pola ini menjadi alat sosialisasi, motivasi dan daya tarik 

bagi kalangan ekonomi yang lebih tinggi untuk ikut serta dalam 

mengembangkan pola waqaf tunai ini.11 

Keberhasilan lain dalam pengelolaan dan pengembangan 

waqaf secara produktif adalah di Lembaga Pendidikan Islam Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG). Berdasarkan studi yang 

dilakukan di lembaga pendidikan ini, asset waqaf tetap berupa tanah 

sekitar 320 hektar dengan 212 hektar nya adalah yang hasilnya setia 

tahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Disamping itu terdapat 

terdapat asset berupa kebun cengkeh dan tempat-usaha perniagaan 

lain yang memberikan banyak hasil. Lebih dari itu, banyak juga 

donasi lainnya berupa waqaf tunai yang dikumpulkan oleh PMDG 

 
11 Ira Chandra Puspita, “Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darusshalihin 

Kota Batu”, Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, h. 
35-44.  
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yang hasil pengelolaanya digunakan digunakan secara maksimal 

untuk pembangunan, pembiayaan dan juga bantuan beasiswa 

kepada lebih kurang 30 ribu pelajar.12 Hal yang sama juga telah 

dikembangkan oleh pihak Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Cabang 

Malang dalam rangka membantu pengembangan Lembaga 

Pendidikan Islam Ar-Rahmah. BMH ini melakukan serangkaian 

proses sosialisasi, penggalangan dan pengembangan permodalan 

hasil waqaf tunai tersebut secara produktif. Sosialisasi dan 

kampanye waqaf tunai dilakukan melalui brosur, majalah, promosi 

radio, pembukaan gerai dan silaturrahmi dari rumah ke rumah 

warga sebagai target calon waqif. Kemudahan yang diberikan para 

pengelola atau nazir waqaf yang dalam hal ini adalah pihak BMH juga 

dengan menjalankan system ‘jemput bola’ kepada sasaran donator 

dan juga memberikan blangko aplikasi donatur, sertifikat waqaf 

tunai dan piagam perhargaan.13  

Dalam konteks global, model cash waqaf ini semakin 

berkembang dan dipraktekkan dibanyak negera, terutama negara-

negara mayoritas muslim. Dalam kajian Magda Ismail Abdel Mohsin 

dari INCEIF Malaysia menyebutkan setidaknya ada enam skema 

pengembangan model cash waqaf yang dominan diterapkan pada 

beberapa negara. Diantaranya adalah skema waqaf share, skema 

deposit waqaf tunai, skema compulsory waqaf tunai, skema waqaf 

korporat, skema waqaf produk deposit dan skema waqaf kooperatif. 

Pola-pola ini terutama dikembangkan di Malaysia, Indonesia, Kuwait 

dan UK.14 Secara lebih focus pada aspek pemberdayaan pendidikan, 

 
12 Ahmad Djalaludin & Maisyaroh, “Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk 

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ar-Rahmah: Studi pada BMH 
Cabang Malang”, Jurnal El-Dinar, Vol. 1, No 2, Juli 2013. 

13 Ahmad Djalaludin & Maisyaroh, “Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk 
Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ar-Rahmah: Studi pada BMH 
Cabang Malang”, Jurnal El-Dinar, Vol. 1, No 2, Juli 2013. 

14 Magda Ismail Abdel Mohsin, “Financing through cash-waqf: a 
revitalization to finance different needs”, International Centre for Education in 
Islamic Finance (INCEIF), The Global University of Islamic Finance, Kuala Lumpur, 
Malaysia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 
Management Vol. 6 No. 4, 2013 pp. 304-321 q Emerald Group Publishing Limited 
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model waqaf tunai terdapat juga system educational scheme yang 

secara khusus dijalankan di Chad, Gambia, Philipina, Albania dan 

Kosovo. Bentuk pelaksanaanya berorientasi untuk mendanai 

pendidikan anak-anak yatim, fasilitas kesehatan belajar, pembiayaan 

pendidikan bahasa Arab dan Agama Islam termasuk pemberian gaji 

atau insentif kepada para guru. Menariknya pula, pengembangan 

lembaga waqaf dan khususnya waqaf tunai bukan saja berkembang 

dinegara-negara mayoritas Muslim. Di inggris, pengembangan 

lembaga donasi ini sudah lama berjalan dengan baik. NGO seperti 

Islamic Relief sudah berdiri sejak 1984, kemudian terdapat WFF 

(Waqaf Future Fund) yang khusus mengembangkan sector waqaf.15 

Gambaran ini menunjukkan betapa waqaf memang memiliki potensi 

yang besar untuk semakin dikembangkan.  

 

C. Implementasi Pada PTKIS Berbasis Pondok Pesantren di Aceh 

Belajar dari perkembangan penerapan waqaf model tunai ini 

dibanyak tempat bahkan luar negeri, maka studi ini ingin mengambil 

inisiatif dan terobosan untuk mulai mengkaji secara konsepsional 

peluang pengembangan model cash waqaf ini dalam penguatan 

ekonomi pendidikan. Dengan tujuan agar dapat juga 

diimplementasikan di sejumlah kampus Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) yang berbasis pondok pesantren di Aceh, 

sebagai satu pola baru yang akan dapat diikuti oleh lembaga-

lembaga pendidikan lainnya. 

Berdasarkan pengalaman interaksi dan observasi kami dari 

sekian banyak pondok pesantren di Aceh, terutama yang telah 

memiliki Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tiga 

 
1753-8394, DOI 10.1108/IMEFM-08-2013-0094. 

15 Magda Ismail Abdel Mohsin, “Financing through cash-waqf: a 
revitalization to finance different needs”, International Centre for Education in 
Islamic Finance (INCEIF), The Global University of Islamic Finance, Kuala Lumpur, 
Malaysia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 
Management Vol. 6 No. 4, 2013 pp. 304-321 q Emerald Group Publishing Limited 
1753-8394, DOI 10.1108/IMEFM-08-2013-0094. 

 



- 10 - 
 

diantaranya memiliki aset dan properti harta waqaf yang selama ini 

memberikan peranan yang kuat dalam usaha pendirian sampai 

kepada proses belajar mengajarnya, namun pemanfaatan aset dan 

properti waqaf ini belum maksimal dan masih dikelola secara 

tradisional. Menariknya rata-rata sumber waqaf itu berasal dari 

donatur tetap dan para alumni yang memiliki ikatan kuat dan 

jaringan organisasi yang aktif. Lebih dari itu secara rutin setiap dua 

tahun para alumni dan donatur melakukan acara reuni melalui 

forum Hari Ulang Tahun (HAUL), Muzakarah Ulama dan 

Musyawarah Organisasi Pengurus dan Para Alumni untuk membahas 

berbagai persoalan keummatan dan keberlanjutan lembaga 

pendidikan Islam sebagai almamaternya. Ketiga kampus tersebut 

adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Ummul Ayman di Pidie 

Jaya, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah di Samalanga, Bireuen 

dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Dayah Amal di Peureulak 

Aceh Timur. Ketiga kampus ini juga sudah mendapat akreditasi dari 

BAN PT. Atas dasar hal tersebut, maka tim penelitian ini 

berkeinginan untuk mengkaji dan merumuskan formulasi tentang 

peluang penerapan model waqaf cash pada lembaga-lembaga ini. 

Harapan besarnya agar lembaga-lembaga PTKIS ini memiliki 

panduan konsepsional yang teruji dan ilmiah sebagai rujukan 

akademik dalam proses modernisasi sistem pengelolaan aset dan 

properti serta penggalangan sumber-sumber waqaf tunai lainnya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan di 

atas, maka buku ini akan di fokuskan untuk menjawab beberapa 

persoalan kajian yang penting untuk menangani dan menjawab 

rumusan permasalahan penelitian, yaitu: 
 

1. Sejauh manakah keberadaan waqaf dan peranan nya selama ini 
dalam membantu ekonomi pendidikan pada ketiga Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tersebut?  

2. Bagaimanakah potensi para waqif sebagai calon donatur waqaf 
cash yang akan mendukung program penggalangan dana waqaf 
tunai pada ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam ini? 

3. Bagaimanakah peluang pengembangan dan model investasi dana 
waqaf tunai yang akan dikelola oleh para nazir atau lembaga 
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pengelola di ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam ini? 
4. Seperti apa saja kah rencana pemanfaatan dan penggunaan dana 

hasil investasi waqaf tunai dalam membantu manajemen keuangan 
lembaga pendidikan Islam di ketiga perguruan tinggi keagamaan 
Islam ini? 

Penelitian ini didasari atas kesadaran betapa pentingnya 

kalangan umat Islam untuk mulai mengembangkan kembali semua 

potensi islamic generocity yang ada agar menjadi bagian dari usaha 

mengembalikan kebangkitan lembaga pendidikan Islam dimasa 

mendatang. Secara lebih khusus, sesuai dengan topik kajiannya, 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang lebih khusus sebagai 

berikut: 

1. Mengevaluasi secara terperinci terkait keberadaan dan peranan 
yang telah didapatkan dari berbagai aset dan properti waqaf 
yang selama ini dimiliki oleh ketiga perguruan tinggi keagamaan 
Islam dimaksud? 

2. Mengkaji dan memetakan potensi sumber dan langkah-langkah 
strategis dalam usaha penggalangan dana waqaf tunai yang akan 
mendukung proses pembangunan, pembinaan dan pembiayaan 
pendidikan lainnya di ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam 
ini? 

3. Merumuskan suatu konsepsi ilmiah berdasarkan hasil kajian 
akademik yang mendalam berupa artikel ilmiah dan buku 
panduan (manual book) yang komprehensif tentang metodologi 
dan langkah-langkah pengembangan model waqaf cash dalam 
upaya memodernisasi dan memperkuat sistem keuangan 
lembaga pendidikan dalam satu sistem manajemen yang lebih 
profesional di ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam ini? 

 
D. Dinamika Kajian 

Kajian ini dijalankan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat yang nyata dalam usaha memperkuat peranan dan fungsi 

strategis sistem waqaf tunai di Indonesia, khususnya di lembaga-

lembaga pendidikan Islam seperti di Aceh. Namun secara lebih 

khusus, manfaatnya dapat dikategorikan ke dalam dua aspek : 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi konseptual berupa hasil kajian yang 

komprehensif dan ilmiah mengenai pola pendekatan yang tepat dan 

efektif tentang penggalangan dan pengelolaan harta waqaf tunai, 

sehingga semua pihak dapat menjadikannya sebagai rujukan ilmiah 

dalam memperkuat lagi kajian-kajian serupa dimasa mendatang.  

 
2. Manfaat Praktis  

Dalam aspek praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan keuntungan dan kegunaan secara langsung Kepada 

para pengurus ketiga lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam 

yang menjadi sasaran penelitian, khususnya pihak atau tim 

bertanggung jawab mengelola manajemen keuangan dan aset 

lembaga agar segera dapat mengupayakan langkah-langkah yang 

tepat untuk menjadikan system waqaf cash dalam pengelolaan nya. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi lembaga-lembaga 

pendidikan Islam lainnya atau yayasan-yayasan yang ingin 

mengupayakan perubahan mekanisme penggalangan dan 

pengelolaan harta waqaf tunai sehingga dapat memperoleh nilai 

tambah dan berguna secara lebih luas dalam mendukung proses 

belajar mengajar, membantu para pelajar/mahasiswa dan juga para 

guru atau pun dosen. 
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BAB II 

WAQAF TUNAI DALAM TINJAUAN YURIDIS  

 
A. Pengertian dan Aspek Yuridis Wakaf Tunai 

Sebelum penulis menjelaskan pengertian wakaf uang tunai, 

sedikit menggambarkan dasar perbincangan wakaf yang sering 

dijumpai (lebih banyak dibahas) dalam kebanyakan literatur tulisan 

tentang wakaf. Di Indonesia, sejak awal pengkajian tentang wakaf, 

pada dasarnya sering sekali yang menjadi titik sorot pembahasannya 

adalah mengenai wakaf benda yang tidak bergerak. Dalam sejumlah 

literatur buku atau kitab Fiqh juga sering dirincikan contoh-

contohnya seperti tanah, bangunan, pohon kayu untuk dimanfaatkan 

buahnya, sumur yang dapat diambil airnya dan lain-lain sebagainya. 

Sedangkan pembicaraan atau pembahasan tentang benda wakaf 

bergerak (yang dewasa ini sering diistilahkan dengan wakaf 

produktif), baru lebih mengemuka belakangan ini. Salah satu bentuk 

wakaf benda bergerak yang dewasa ini yang sering dibicarakan 

adalah wakaf uang tunai, dengan istilah populernya sering disebut 

dengan cash waqf. 

Penjelasan di atas bukan berarti bahwa kajian terhadap wakaf 

benda yang bergerak tidak pernah dibahas dari dahulunya, tetapi 

kajian terhadap wakaf produktif tersebut juga dapat dijumpai dalam 

kitab-kitab fikih seperti yang akan penulis kaji pada bahagian bab 

berikutnya. Hanya saja karena dalam prakteknya, wakaf yang telah 

makruf adalah tertuju pada benda- benda wakaf yang tidak bergerak. 

Karena faktor ini maka ia lebih sangat sering dijumpai. 

Terlepas dari permasalahan mana yang lebih sering dibahas 

antara wakaf dalam bentuk benda tetap, atau aspek kajian 

perekonomian Islamnya, yang perlu disimpulkan di sini bahwa 

berdasarkan sejumlah referensi, keberadaan wakaf uang tunai yang 

dewasa ini sudah sering dibahas memang telah ada sejak tempo 

dulunya, namun sisi-sisi perbedaannya kadang dijumpai pada 

pendayagunaannya yang terus berkembang, dan dapat dilihat seperti 

gagasan atau ide-ide yang berkembang dewasa ini. 
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B. Pengertian wakaf dan wakaf uang 

Untuk menemukan sebuah pengertian dalam pembahasan 

wakaf, yang banyak dijumpai adalah pendefinisian dari kata atau 

kalimat “wakaf” itu sendiri. yakni yang berasal dari bahasa Arab, “al-

Waqf” (tidak sering dijumpai pengertian wakaf uang tunai). jadi bila 

yang dibahas adalah tentang pengertian wakaf al-Waqf tersebut, 

tentu keberadaannya tidak lagi asing dan sering dijumpai dalam 

sejumlah kitab-kitab dan buku-buku fikih. Bahkan oleh para fuqahá 

dalam menjelaskan pengertian lafadh tersebut mencakup pada aspek 

bahasa dan istilah sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. 

Namun demikian, walaupun kajian devinisi yang sering dijumpai 

adalah pada kalimat “wakaf” semata, namun secara implisit tetap 

memiliki hubungannya dengan pengertian “wakaf uang tunai”. Hal 

ini terkait karena uang tunai adalah ia berposisi sebagai salah satu 

unsur wakaf (al- mawqūf atau benda yang diwakafkan). Karena itu, 

berikut ini sebelum penulis membahas pengertian wakaf uang tunai 

lebih d sedikit membahas pengertian wakaf yang sudah lumrah 

dipahami masyarakat, sebagai berikut. 

1. Pengertian wakaf (al-Waqf) 

Pengertian wakaf yang berasal dari bahasa Arab (al-Waqf” 

bukan wakaf uang tunai) menurut bahasa dalam sejumlah literatur 

kitab-kitab fikih seperti kitab: al-‘Azīz,16 Mughni al- Muhtaj,17 Tuhfah 

al-Muhtaj18, al-Muhalla19, semua dari kitab tersebut menjelaskan 

bahwa pengertian al-Waqf pada lughat (bahasa)  diambil  dari  

bahasa  ‘arab,  yakni:  tertahan  atau tidak bergerak). karena yang 

menjadi pokok pengkajian tertuju pada substansi wakaf (ketentuan-

 
16 Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi‘iy, al-‘Aziz, Tahqiq 

Ali Muhammad Mu‘awwaz, Juz: VI, (Bairut libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, 
1997), h. 248. 

17 Muhammad Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj.., h. 376. 
18 Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfah al-Muhtaj, Juz: VI, (Libanon: Dar al-

Fukad, 1997), h. 269. 
19 Jalaluddin al-mahally, Qalyuby wa ’Amirah, Juz: III, (Karya Insan 

Indonesia, tt), h. 97. 
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ketentuan wakaf) yang dapat dipahami melalui pengkajian terhadap 

devinisi wakaf yang secara istilahiyah. 

Adapun pengertian wakaf menurut tinjaun istilahy terdapat 

keragaman bentuk rumusan devinisi yang dikemukakan oleh para 

fuqahā, perbedaan rumusan pengertian al-Waqf tersebut tentunya 

dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang terhadap tata cara atau 

ketentuan dan aturan-aturan pada amalan wakaf itu sendiri. Adapun 

rincian pengertian al-Waqf tersebut adalah: 

Muhammad Syarbaini (salah seorang ulama Syāfi’iyyah) 

mendefinisikan wakaf adalah: 

عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف    ءقاببس مال يمكن الارتفاع به مع  ح
 20مباح موجود

“Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat 

padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap pokoknya setelah 

dimanfaatkan) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya 

(tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan 

manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada dan yang dibolehkan 

dalam Islam”. 

Pengertian di atas mengandung maksudnya bahwa, harta 

wakaf terlepas dari penguasaan sipewakaf (wāqif), dan harta wakaf 

sifatnya harus kekal setelah dimanfaatkan, serta sasaran 

pemanfaatannya harus dimanfaatkan pada sesuatu yang 

diperbolehkan oleh Agama. 

Dalam mazhab ulama Hanafiyyah wakaf diartikan: “Menahan 

benda yang statusnya tetap milik sipewakaf 

(wāqif), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya 

untuk kebaikan baik sekarang maupun akan datang”.21 Berdasarkan 

definisi wakaf ini, pemilikan harta wakaf tidak lepas dari sipewakaf 

(wāqif), bahkan si wāqif dibenarkan menariknya kembali dan boleh 

 
20 Muhammad Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj…, h. 376. 
21 Fathi Duraini, al-Fiqh al-lslamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib, (Damsyik: 

Maktabah al-Taryin, 1980), h. 379. 
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menjualnya. Jadi yang menjadi esensi dari wakaf di sini hanyalah 

“menyumbangkan manfaatnya saja” 

Dalam mazhab ulama Malikiyyah wakaf diartikan: 

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa 

sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang 

berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan 

kehendak sipewakaf”22 

Dengan kata lain, sipewakaf (wāqif) menahan benda dari 

penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda 

secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wāqif. 

Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan 

karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) 

Selanjutnya dalam mazhab Ahmad bin Hambal wakaf 

diartikan: 

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan 

hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta 

memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan 

manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah.”23 Artinya adalah, pemilik harta tidak boleh 

membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus 

kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah. 

Berdasarkan pada beberapa pengertian wakaf dalam lintas 

mazhab fikih tersebut, imam mazhab empat sepakat dalam hal wakaf 

adalah sebagai tindakan hukum yang disyariatkan. Tetapi para 

fuqahā (imam mazhab yang empat) berbeda pendapat mengenai 

wakaf yang dimaksudkan pada menjadikan kepemilikan manfaat itu 

kapada seseorang yang tertentu. Jadi perbedaan pendapat terjadi 

pada dua sisi saja, yaitu: pertama segi status kepemilikan 

manfaatnya, kedua dari segi tetapnya status wakaf tersebut yang 

oleh karenanya benda yang sah diwakafkan adalah yang tahan lama 

 
22 Abdul Ghofur Anshori, Hukuk Perwakafan Di Indonesia..., h. 10. 
23 Fathi Duraini, al-Fiqh al-lslamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib..., h. 379. 
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(kekal ‘ain-nya atau pokoknya). 

Penjelasan di atas ini sebagaimana pula dikemukakan oleh 

Fathi Duraini dalam kitabnya al-Fiqh al-lslamiy al-Muqaran Ma'al-

Mazahib, “Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih 

tidak memiliki kata sepakat. Menurut jumhur ulama, wakaf mereka 

defenisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan 

bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan ‘ainnya tetap kekal 

dan tidak dipindah milikkan kepada pihak lain. Ulama Hanafiah 

mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu 

tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu 

untuk kebajikan. Sedangkan Ulama Malikiah berpendapat bahwa 

wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi 

milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya. 

Sementara menurut ulama Syafi’iyah bahwa wakaf adalah 

menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya 

dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal 

dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, 

semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.24 

 

2. Pengertian wakaf uang (al-Waqf al-Nuqūd) 

Adapun pengertian wakaf tunai, merujuk pada Kamus Bahasa 

’Arab uang diistilahkan dengan al-nuqūd sebagai kalimat jamak 

(plural) dari akar katanya naqd yang berarti uang tunai atau 

pembayaran kontan.25 Selanjutnya pada lafadh “wakaf tunai” atau 

juga yang dikenal dengan istilah populer dewasa ini “cash wakaf”, 

walaupun istilah tersebut juga merupakan bentuk- bentuk 

terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari sumber dasarnya bahasa 

’Arab (waqf al-nuqūd), namun menunjukkan perbedaannya karena 

terdiri dari dua susunan suku kata “wakaf” dan “tunai” (al-waqf dan 

al-nuqūd). 

 
24 Fathi Duraini, al-Fiqh al-lslamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib, (Damsyik: 

Maktabah alTaryin, 1980), h. 379. 
25 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1972), h. 464. 
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Celah sisi perbedaan penggunaan suatu istilah akan 

membawa pengaruh kepada bentuk atau gambaran penjelasan 

pengertiannya sesuai dengan objek pemahaman dari istilah tersebut. 

Maka berikut ini pengertian wakaf tunai dapat kita lihat 

sebagaimana penjelasan Departemen Agama yang mendefinisikan 

wakaf tunai adalah: ”wakaf yang dilakukan oleh seorang, kelompok 

orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai”.26 

Dari gambaran pengertian “wakaf tunai” tersebut dapat 

dilihat sisi perbedaannya dengan pengertian “wakaf”. Artinya di sini 

bila diperbandingkan dengan pengertian “wakaf” terdapat sisi 

bedanya pada cakupan pemahaman ruang lingkupnya (wakaf tunai), 

dan juga ia terbatasi pada aspek mawqūf-nya yakni 

menggambarkan kebendaan wakafnya hanya dalam bentuk uang 

tunai saja. Sedangkan pada definisi “wakaf” aspek mawqūf-nya tidak 

terbatas pada uang tunai semata. Selanjutnya bila didasarkan 

kepada definisi wakaf tunai, cakupan pemaknaan yang dapat 

terpahami dari definisi tersebut akan terbatas kepada uang tunai 

saja (tidak mancakup surat-surat berharga lainnya), Lebih- lebih lagi 

bila didasarkan pada penelusuran pengertian dasar dari uang tunai 

itu sendiri, yaitu: “alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan 

hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, logam yang dicetak 

pemerintah suatu negara”.27 

Dari pengertian di atas jelas terpahami bahwa surat berharga 

tidak termasuk sebagai salah satu alat tukar yang sah. Namun 

terlepas dari pengertian baku yang ada dalam Kamus Bahasa 

Indonesia seperti tersebut di atas, bahwa dalam konteks kajian 

istilah “wakaf tunai” sesuatu yang mempunyai nilai seperti saham, 

cek, atau surat berharga lainnya juga dapat digolongkan kedalam 

pengertian uang tunai. Penjelasan yang demikian ini dapat dijumpai 

 
26 Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Cet: IV, 

(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 3. 

 
27 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Ed: VII,  

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1575. 
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pada pembahasan wakaf tunai yang dijelaskan oleh Farid Wadjdy 

dalam bukunya: “Wakaf Dan Kesejahteraan Ummat” yang 

mengartikan wakaf tunai adalah “wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 

berharga seperti saham, cek dan lainnya”.28 bahkan memang tidak 

dapat dipungkiri bahwa kadang juga sering dijumpai orang yang 

menjadikan surat berharga sebagai alat jaminan atau transaksi 

lainnya. Dengan demikian sejauh ini dapat disimpulkan bahwa: 

wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok 

orang, (suatu lembaga) dalam bentuk uang tunai atau surat-surat 

berharga lainnya. 

Dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf 

berupa uang. Istilah lain wakaf uang dikenal juga dengan wakaf tunai 

(cash waqf atau waqf al-nuqud). Hal ini telah diatur dalam UU No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf yang  memberikan pengertian tentang 

harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang 

memilii daya tahan lam dan/atau manfaat jangka panjang serta 

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh 

Wakif. Adapun harta benda wakaf tersebut terdiri dari benda 

tidakbergerak dan benda bergerak.Salah satu benda bergerak yang 

dapat diwakafkan adalah uang, wakaf uang yang dapat diwakafkan 

adalah mata uang rupiah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa 

tentang wakaf uang, bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum, dalam 

bentuk uang tunai.29 

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai (uang) sebagai 

“penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat 
 

28 Farid wadjdy, Wakaf dan Kesejahteraan Ummat, Cet: I, (yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), h. 81. 

29Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Majelis 

Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 

2002. 
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dipindahkan dan dibekukan untuk selainkepentingan umum yang 

tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya”.30 

Kemudian terdapat juga istilah lain dari wakaf uang, yaitu 

wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta 

benda tidak bergerak atau harta bergerak sesuai yang dikehendaki 

wakif atau program yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk 

keperluan sosial maupun produktif atau investasi.31 

Oleh karena itu, wakaf uang menjadi bagian dari wakaf 

produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan 

hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya 

dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh 

masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut 

berada.Sementara itu, masyarakat miskin yang berdomisili di 

berbagai tempat, belum tentu dapat merasakannya sehingga 

dibutuhkan sumber pendanaan social yang tidak terikat tempat dan 

waktu.Oleh karena itu, wakaf uang dinilai bersifat fleksibel dan tidak 

mengenal batas wilayah pendistribusian.32 

 

3. Dasar hukum Islam terkait wakaf uang 

Memang pada dasarnya dari awal pembicaraan tentang dasar 

hukum wakaf tidak terdapat satu ayat al-Qur’an yang menyinggung 

tentang amalan wakaf secara tegas. Tetepi pemahaman kepada dasar 

hukum wakaf dari dalil-dalil tersebut adalah implikasi melalui 

interpretasi ulama fikih, Jadi dasar hukum wakaf tidak dijumpai 

dasar hukumnya secara tegas, maka dalam hal ini penulis merasa 

akan sama halnya dengan dasar hukum wakaf tunai (al-waqf dan al-

nuqūd). 

Pada sub pembahasan pengertian wakaf uang tunai, penulis 

 
30 Mulya Siregar, Peran Perbankan Syariah Dalam Wakaf Tunai (Sebuah 

Kajian Kenseptual), (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001), h. 1.  
31 Syibli Syarjaya dan Fahruroji, Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: CIMB Niaga Syari’ah, 2017), h. 46. 
32 Siska Lis Sulistiani, Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Di Indonesia,…. h. 27.  
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telah mengemukakan bahwa bila didasari pada substansi 

pengertiannya terdapat celah perbedaan substansial antara istilah 

“wakaf tunai (al-Waqf dan al-Nuqūd)” dengan “wakaf (al-Waqf)”, 

selanjutnya dalam pembahasan dasar hukum wakaf tunai ini 

walaupun dari pengertian masing-masing (“wakaf” dan “tunai” (al-

Waqf dan al-Nuqūd)” dengan “wakaf (al-Waqf)” menunjukkan 

perbedaan tersebut, tetapi ditemukan dari sejumlah literatur bacaan 

tentang wakaf, semuanya mencantumkan dasar hukum wakaf tunai 

tidak berbeda dengan dasar-dasar hukum wakaf. Buku tulisan 

Departemen Agama: “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai” 

menjelaskan bahwa: dasar hukum wakaf tunai juga terdiri dari ayat 

al-Qur’an, hadits dan pendapat Ulama.33 Dalam buku Hukum 

Perwakafan di Indonesia dijelaskan: “Sebagai dasar hukum 

perwakafan adalah al-Qur’an, al-hadits, dan ijtihad (interpretasi 

ulama).34 

Selanjutnya dalam bukun Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum 

Allah: dijelaskan: “Kendatipun tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara 

khusus membicarakan wakaf atau pendirian harta wakaf, namun 

isyaratnya (indikasinya) terdapat dalam sejumlah ayat al-Qur’an 

yang banyak sekali tersebar di sana sini dengan tema “al-Infāq fi 

sabilillāh” yang berarti mengeluarkan harta di jalan Allah”.35 Maka 

sejauh ini dapat dipahami bahwa, dasar- 

dasar hukum bagi “wakaf tunai” (al-Waqf al-Nuqūd)” dan 

“wakaf” (al-Waqf) ada yang terdiri dari dalil-dalil yang telah 

disepakati oleh para ulama (al-Adillah al-Muttafaq ‘Alaih) yaitu: al-

Qur’an dan hadis, dan ada juga dari dalil-dalil yang masih 

diperselisihkan (al-Adillah al-Mukhktalaf) yaitu “pendapat ulama” 

menurut ijtihadnya masing-masing yang boleh jadi berupa Istihsān, 

Mashālih al-Mursalah atau Istishlāh dan lain-lain. 

 
33 Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai..., h. 16-18. 
34 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet: I, (Jakarta: Ciputat 

Pres,   2005), h. 49. 
35 A.Rahman I.Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Cet: I, 

(Jakarat: Grafindo Persada, 2002), h. 429. 
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Adapun dasar-dasar hukum “wakaf tunai” (al-Waqf al- 

Nuqūd)” dan “wakaf” (al-Waqf) tersebut dapat penulis rincikan 

sebagai berikut: 

 

4. Basis Hukum Berdasarkan al-Qur’an 

Adapun dalil dari ayat al-Qur’an adalah Surat al-Baqarah 

Ayat: 215 yang berbunyi: 

َي َ وْن ك 
ُ
ل ٔـَ تٰمٰىََََسْ ي 

ْ
ال َو  بِيْن  قْر 

 
ا
ْ
ال يْنَِو  الدِ  و 

ْ
لِل يْرٍَف  نَْخ  قْتُمَْم ِ

نْف 
 
ا آَ َم 

ْ
يُنْفِقُوْن ََۗقُل اَ اذ  م 

لِيْمَ  َبِهَٖع  َاللّٰه  اِنَّ يْرٍَف  وْاَمِنَْخ 
ُ
ل فْع  اَت  م  بِيْلََِۗو  ابْنَِالسَّ سٰكِيْنَِو  م 

ْ
ال َو 

Artinya:“Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang akan 

mereka nafkah-kan, jawablah: apa saja yang kamu nafkah-kan 

hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum karabat, 

anak yatim, orang-orang miskin, dan orang- orang yang 

sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebijakan yang kamu 

perbuat, maka sesungguh nya Allah maha mengetahui ”. 

Menurut imam al-Sayuthi, ayat di atas menceritakan 

peristiwa dialog singkat yang terjadi antara seorang sahabat (Umar 

bin al-Jamuh) dengan Rasululullah SAW. Maksud dari bunyi ayat: 

“yas`alūnaka mā dzā yunfiqūn”, Umar bin al-Jumuh menanyakan 

kepada Rasulullah tentang apakah yang boleh diinfaq-kan kepada 

orang lain, (apakah boleh kita memberikan apapun yang kita miliki 

kepada orang lain sekalipun itu yang haram, atau yang boleh hanya 

yang halal saja). Maka sebagai jawaban menaggapi pertanyaan 

tersebut, menurut al-Sayuthi diterangkan oleh sambungan ayat 

selanjutnya yang berbunyi: “qul mā `infaqtum min khair”, katakan 

olehmu (Muhammad) yang boleh dinafkahkan adalah yang khair 

(yang baik dan halal). Selanjutnya, di sinilah para ulama memandang 

bahwa dari lafadh “anfiqū dan yunfiq” tersebut menerangkan 

perbuatan dalam bentuk mengeluarkan harta (infāq) fīsabīlillāh 

(pada jalan Allah, pada kebaikan), dan menurut mereka wakaf adalah 
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salah satu bentuk menafkahkan harta pada kebaikan.36 

Begitu juga dengan keterangan ayat-ayat lainnya yang 

mengandung ungkapan “anfiqū” (nafkahkanlah) oleh kalian, dan 

sejenisnya) seperti yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat: 

254 di bawah ini. 

 

ا يُّه 
 
َََيٰٓا ذِيْن 

َّ
نُوْآََال م 

ٰ
نْفِقُوْاَََا

 
اََا مَََْمَِِّ

ُ
قْنٰك ز  نَََْر  بْلَََِم ِ نَََْق 

 
يَ ََا تِ

ْ
وْمَ ََيَّأ اََي 

َّ
يْعَ ََل اََفِيْهَََِب 

 
ل ةَ ََو 

َّ
اََخُل

 
ل َوَّ

ةَ  اع  ف  ََۗش  فِرُوْن 
ٰ
ك
ْ
ال ََهُمََُو  لِمُوْن  َالظه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dan 

belanjakanlah sebahagian rezki yang telah kami berikan 

kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak 

ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, 

dan tidak ada lagi syafaat dan orang kafir itulah yang dhalim”. 

 

Kemudian dalam surat al-Baqarah Ayat: 267 

ا يُّه 
 
ََيٰٓا ذِيْن 

َّ
نُوْآَال م 

ٰ
نْفِقُوْاَا

 
بٰتََِمِنََْا ِ

ي  اَط  بْتُمََْم  س 
 
آَك مَِِّ اََو  جْن  خْر 

 
مََْا

ُ
ك
 
ََل ن  رْضََِم ِ

 
ا
ْ
اَََۗال

 
ل مُواَو  مَّ ي  َت 

َ بِيْث  خ 
ْ
ََمِنْهََُال سْتُمََْتُنْفِقُوْن 

 
ل خِذِيْهََِو 

ٰ
آََبِا

َّ
نََْاِل

 
مُوْآََۗفِيْهََِتُغْمِضُوْاَا

 
اعْل نَََّو 

 
َ َا نِيَ َاللّٰه مِيْدَ َغ  ح   

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi 

maha terpuji”. 

 
Selanjutnya dalam surat Ali ‘Imran Ayat 92 
 

نَْ
 
واَل

ُ
ال بِرَََّت ن 

ْ
ىَال ته اَتُنْفِقُوْاَح  ََمَِِّ وْن  بُّ حِ

ُ
اَۗت م  يْءٍََمِنََْتُنْفِقُوْاَو  اِنَََّش  َ َف  لِيْمَ َبِهََٖاللّٰه َع 

 
36 Al-Sayuthi. Tafsīr al-Jalālayn, Juz: I, (al-Haramain, Indonesia, tt), h. 137. 
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Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan ( yang 

sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 

yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya.”. 

Ke empat ayat al-Qur’an tersebut di atas merupakan dalil 

yang telah disepakati ulama sebagai dasar hukum bagi wakaf tunai 

(al-Waqf al-Nuqūd)” dan “wakaf” (al-Waqf). 

 
5. Basis Hukum Berdasarkan Hadits 

Sumber hukum wakaf dari hadis yang ada membicarakan 

tentang ‘amalan wakaf, juga sama dengan dasar hukumnya dari al-

Qur’an. Artinya sebagaimana penjelasan di atas, semua hadis yang 

dijadikan sebagai dasar hukum wakaf tunai, juga sama dengan dasar 

hukum bagi wakaf yang bersifat umum. Dalam buku “Pedoman 

Pengelolaan Wakaf Tunai” dijelaskan bahwa hadis yang menjadi 

dasar hukum wakaf tunai sama dengan hadis yang menjadi dasar 

hukum wakaf yang bersifat umum.37 

Adapun hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum 

wakaf tunai tersebut adalah: 

Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar RA. 

  تى   بخيبرفا  ارضا  عنه  الله  رضى  عمر  أصاب:  قال  عنهما  الله  رضى  عمر  ابن  نع
  أرضا  أصبت  اني  الله  يارسول:  فقال  فيها  يستأمره  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي
  شئت   إن :  قال  به  تأمرني  فما  منه  عندي  أنفس  هو  قط  مالا  أصب  لم  بخيبر

دق بها عمر: إنها لاتبع أصلها ولا يبتاع بها قال: فتص وتصدقت  أصلها  حبست
ولاتورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي 

 
37 Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai..., h. 16-18. 

Penjelasan yang sama juga disebutkan M.A. Mannan dalam bukunya yang 
diterjemahkan oleh Achmad Djunaidi dan Thabieb Al-asyhar dengan judul Menuju 
Era Wakaf Produktif, Cet: IV, (Mumtaz Publishing, 2007, h. 67-69. 
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 38والضيف. )رواه بخاری(  سبيل الله وابن السبيل
 

Artiya: “Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Umar r.a memperoleh 

tanah dikhaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk 

meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia 

mengatakan, “ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan tanah di 

khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah yang lebih 

baik bagi saya dari pada tanah tersebut, lalu apa yang anda 

sarankan kepada saya? Rasulullah bersabda, “ jika kamu mau 

sebaiknya kamu pertahankan harta yang pokok ( tanah 

tersebut ) lalu kamu sedeqahkan hasil nya”. maka Umar pun 

menyedekahkan hasil tanah tersebut, dan tanah tersebut 

tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibbahkan. 

Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada 

orang-arang fakir, kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu 

sabil, dan tamu”. (H.R. Bukhari). 

 

Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah39 

 عِل م    أ و    آد م    اب نُ   م ات    إِذ ا:    ق ال    صلى الله عليه وسلم  اللَِّ   ر سُول    أ نَ   ع ن هُ   اللَُّ   ر ضِي    هُر ي  ر ة    أ بي   ن  ع  
ت  ف عُ  ق ة  :    و ل د    أ و    بهِِ   يُ ن   لُهُ   ان  ق ط ع    ج اريِ ة    ص د  ث    مِن    إِلَا   ع م  عُو ل هُ   ص الِح   ث لَ  .    ي د 

 (مسلم رواه)
Artinya: “Rasulullah telah bersabda: “bahwa apabila seseorang 

meninggal dunia maka putuslah pahala segala amalannya 

kecuali tiga macam, yaitu sedakah jariah, ilmu yang 

bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan nya”. (H.R 

Muslim). 

 
38 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz: VIIII, Cet II, (Beirut: Dār al- Ihya 

Attauras al- ‘Arabiyah, 1981), h. 263. 
39 Kementerian Agama Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, (Jakarta: Kementerian Agama, Republik Indonesia 2019), h. 76. Lihat 
juga Imam Muslim, Shaheh Muslim, Juz: VIII, Cet: I, (Beirut: Dar al-Ihya, 1997), h. 
405. 
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Hadits riwayat Bukhari dan Muslim40 

 

6. Basis Hukum Berdasarkan Ijma’ ulama 
Pensyariatan wakaf ini juga ditunjukkan oleh ijma’ 

sebagaimana diisyaratkan oleh al-Imam al-Tirmidzi ketika 

menjelaskan hadis Umar r.a tentang wakaf. Beliau berkata, “ini 

adalah hadits hasan sahih. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi 

SAW dan yang lainnya telah mengamalkan hadis ini. Selanjutnya 

disamping itu, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di 

kalangan orang-orang yang terdahulu di antara mereka tentang 

dibolehkannya mewakafkan tanah dan yang lainnya.41 

Menurut Wahbah Zuhayli, “pada dasarnya kebanyakan 

pandangan ulama fuqahá mengemukakan bahwa, sesuatu benda 

yang tidak kekal ‘ain (asal atau pokoknya) setelah dimanfa‘atkan 

seperti dinar, dirham dan sejenisnya tidak bisa diwakafkan. Namun 

demikian ulama Hanafiyah pernah membolehkan wakaf dirham dan 

dinar karena wakaf dirham dan dinar sudah banyak dipraktekkan 

masyarakat pada umumnya.42 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dalam buku Pedoman 

Pengelolaan Wakaf Tunai dijelaskan “selain ulama mazhab Hanafi, 

sebahagian ulama mazhab Syafi‘iyah juga membolehkan wakaf tunai. 

Penjelasan dalam buku ini mengutip penjelasan al-Mawardi yang 

mengemukakan bahwa, “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi‘i 

tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)”. Sebagai 

dasar bagi legalitas hukum wakaf tunai juga adalah fatwa komisi 

Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf tunai yang dikeluarkan pada 

tanggal 11 Mei 2002.43 

Dari beberapa pendapat ulama di atas yang dijadikan bagi 

 
40 Imam Bukhari, Shahih Bukhari..., h. 264. 
41 Mustafa Kamal, Wakaf Uang Dalam Tinjauan Fiqh Muqarran, 

(Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), h. 87-89. 
42 Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Juz: VIII, (Dar al-Fikr, 

tt), h. 126. 
43 Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai..., h. 18-19. 
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dasar hukum wakaf tunai sebagaimana telah diuraikan, menurut 

hemat penulis juga tidak jauh perbedaanya dengan dasar-dasar yang 

yang ada pada wakaf, karena melihat dari sisi tinjauan bahwa semua 

pendapat ulama yang dijadikan dasar bagi “wakaf tunai” juga masih 

bersifat ijtihadiyah44 yang statusnya dhanniyah45 dalam arti tidak 

melalui dalalah qath‘iyah)46.  

 

7. Basis Sejarah Tradisi Wakaf Tunai 
Sejarah wakaf secara umum berasal dari masa Rasulullah 

SAW dengan adanya hadis yang masyhur dari sahabat Umar bin 

Khattab, yang artinya adalah:  

"Dari lbnu Umar ra.berkata, bahwa sahabat Umar ra 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap 

kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya 

Rasulullah, saya mendapatknn tanah di Khaibar, saya belum pernah 

mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan 

kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan 

pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudin 

Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh 

dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata ibnu Umar; Umar 

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak 

belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang 

 
44 Ijtihadiyah adalah simpulan hukum yang dihasilkan melalui usaha 

nalar para 

mujtahid, dimana dalam berijtihad seorang mujtahid Mengarahkan segala 
kemampuan dan energinya dalam batas maksimal dalam memahami suatu 
persoalan. Lihat: Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum 
Islam Secara Konferehensif, Cet:I, (Jakarta: Zikra Hakim, 2004), h. 72. 

45 Dhanniyah adalah penjelasan-penjelasan atau kandungan ayat-ayat al-
Qur’an, hadis-hadis yang dalalah-nya (penunjukannya) lebih bersifat dhanniyah 
(bersifat relatif). Lihat: Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami 
Hukum Islam Secara Konferehensif, Cet:I, (Jakarta: Zikra Hakim, 2004), h. 71. 

46 qat‘iyah seperti yang dijelaskan firadaus juga adalah, ayat- ayat al-
Qur’an dan hadis-hadis yang menunjuki atau menjelaskan hukum secara tegas dan 
pasti. Lihat: Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam 
Secara Konferehensif, Cet:I, (Jakarta: Zikra Hakim, 2004), h. 71. 
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menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya 

dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak 

bermaksud untuk memilikinya ". (HR. Muslim) 

Selain itu dikenal juga dengan kisah dermawan Utsman bin 

Affan yang membeli ½ sumur Yahudi dan mewakafkannya. 

Kemudian Utsman membeli sisanya, dengan total 38. 000 dirham 

dan mewakafkannya.Kemudian aset wakaf tersebut berkembang dan 

akhirnya dapat dibelikan kebun kurma. Kebun tersebut dikelola di 

bawah Kementrian Wakaf sampai masa daulat Turki Utsmani dan 

hingga saat dengan jumlah 1550 pohon, ½ dari hasil kebun 

diserahkan fakir miskin dan yatim piatu, sisanya dikumpulkan oleh 

nadzir sehingga dapat menghasilkan sebidang tanah di daerah 

Markaziyah, di kawasan masjid Nabawi. Kemudian, terbangunlah 

hotel bintang 5 yang secara keseluruhan bersumber dari aset wakaf 

Utsman bin Affan.Dari hasil pengelolaan hotel setengah digunakan 

mauquf alaih dan setengah lagi dikumpulkan. Sampai saat ini, 

tersimpan dalam rekening khusus dengan nama sahabat Utsman bin 

Affan.47 

Berdasarkan sejarahnya, wakaf uang telah diterapkan sejak 

awal abad kedua hijriyah.Bukhari48 meriwayatkan bahwa Imam Az-

Zuhri (w. 124 H) merupakan salah satu ulama terkemukadan peletak 

dasar tadwin al-hadis telah menetapkan fatwa itu, menganjurkan 

wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dan dakwah, 

sosial, dan pendidikan umat Islam.Caranya adalah dengan 

menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian 

menyalurkan keuntungannya.49 

Pertama kali diterapkan wakai tunai (cash waqf) pada masa 

 
47 Siska Lis Sulistiani, Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Di Indonesia,…. h. 28-29.  

 
48 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Bairut: Dar Ibn 

Kathir, 2002), h. 686.  

 
49 Kemenag, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2008), h. 101. 
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Utsmani di Mesir di akhir abad ke- 16 (1555-1823 M).Pada era 

Utsmani di Mesir, berkembang pemikiran fikih Hanafi dalam 

menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya.Imam Muhammad Asy- 

Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadia 

yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan jika 

memang hal itu sudah menjadi kebiasan umum pada daerah 

tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi,kebiasan umum 

tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak 

sebagai harta wakaf. Bahkan, Crecelius menyatakan, antara lain 

sebagai berikut. 

“No Islamic State was more energetic in its production of 

statistical records, more systematic in its records keeping, and more 

assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire”. 

Artinya: 

“Tidak ada Negara Islam yang lebih energik dalam 

menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam 

menjaga catatan tersebut, sertaa lebih dalam mengawasai catatan 

tersebut ketimbang Dinasti Utsmani”.50 

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fikih era Utsmani 

menyusun bangunan wakaf tunai, antara lain sebagai berikut: 

a. Pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta 

wakaf 

b. Penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak 

c. Persetujuan atas pemberian uang tunai 

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Profesor Mannan 

menyosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank 

Limited (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai guna 

mengupulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf 

tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. 

Popularitas “wakaf tunai” ditimbulkan karena fleksibilitas 

 
50 Daniel Crecelius, Introduction, Journal of the Economic and Sosial History 

of the Orient, (Leiden: E.J.Brill, 1995, V.38, Part 3, August), h. 247. 
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penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan mustadh’afin 

(orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhu’afa 

(orang miskin) di segala tempat. 

Pada tahun 1995, M.A. Mannan melalui Social Investment 

Bank Limited (SIBL) dalam hal penghimpunan wakaf uang, 

menerbitkan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah 

nominal uang tertentu, dan menawarkannya kepada umat Islam 

untuk berwakaf uang dengan membeli sertifikat wakaf uang 

tersebut. Sertifikat tersebut memiliki sasaran yang ingin dicapai, 

yaitu: 

a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk 
menciptakan wakaf uang dan membantu dalam 
pengelolaan wakaf 

b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan 
menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk 
memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, 
dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang 
kaya 

c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan 
tabungan masyarakat menjadi modal 

d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama 
orang miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang 
diambilkan dari orang-orang kaya 

e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang 
tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat 

f. Membantu pengembangan social capital market 
g. Membantu hubungan yang unik antara jaminan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat.51 
 

8. Landasan Hukum positif 

Disamping al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama yang 

dijadikan sumber atau dasar hukum wakaf, juga terdapat aturan 

yang mengikat dari kebijakan pemerintah (Hukum Positif) yang 

mengatur tentang wakaf tunai. Penjelasan dasar hukum “wakaf 

 
51 Jafri Khalil, “Sosial Investment Bank Limited (Sibl) di Bangladesh”, Jurnal 

Al-Awqaf, Vol. II, Nomor 02 April 2009, h. 54-55. 
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tunai” menurut pemerintah di sini dimaksudkan adalah, peraturan 

perundang-undangan dari pemerintah Indonesia yang mengatur 

tentang perwakafan di Indonesia. Mungkin dasar hukum pemerintah 

ini sebagai satu-satunya yang membedakan antara dasar “wakaf 

tunai” dengan “wakaf yang lumrah atau yang bersifat umum.” Dalam 

hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam buku: Panduan 

Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, yaitu 

dapat meliputi beberapa undang-undang sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
2. Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 
3. Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam.52  

Kaitannya udang-undang tersebut di atas dengan wakaf tunai 

dapat dilihat dalam undang-undang yang ada pada poin pertama 1).. 

yakni undang-undang tersebut menyinggung atau membahas 

tentang wakaf tunai dalam pasal 28, seperti salah satu bunyinya: 

“wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan melalui lembaga 

syari‘ah.”53 Selanjutnya mengenai dengan tata pelaksanaannya 

dirincikan melalui Peraturan Pemerintah). Di samping itu masih 

mengenai mekanisme pelaksanaan wakaf tunai, terdapat juga 

penjelasannya pada point ke tiga 3). yang dirincikan dengan lengkap 

pada substansi pembahasan “jenis harta benda wakaf”. Jadi dapat 

dipahami bahwa dasar-dasar hukum pemerintah terhadap teori 

wakaf tunai, mengatur dan menjelaskan tentang seluk beluk wakaf 

tunai dan mekanisme pelaksanaannya melalui undang-undang 

perwakafan dan peraturan pemerintah. 

 

9. Aspek Syar’iyah Terkait Wakaf Tunai 
 Penerapan uang sebagai objek wakaf semakin mendapat 

tempat dikalangan umat Islam Indonesia akhir-akhir ini. 

 
52 Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif 

Strategis di Indonesia..., h. 20-34. 
53 Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif 

Strategis di Indonesia..., h. 22. 
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Perkembangan ini pada akhirnyatelah menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam(syariah) terhadap 

digunakannya uang sebagai objek wakaf?.Hal ini mengingatselama 

ini wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terutama 

di Aceh terbatas padawakaf tanah dan bangunan yang diperuntukan 

bagi tempat ibadah, pendidikan,atau lahan perkuburan. 

 Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat Ulama yang 

mendasari adanya wakaf tunai, yaitu sebagai berikut: 

a. Imam Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan 

peletak dasar tadwin al-hadis telah menfatwakan 

dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan 

sarana dan dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. 

Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai 

modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. 

b. PendapatUlama madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf 

uang dinar dan dirham. Asalkan hal tersebut atas dasar 

Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud, 

yaitu: 

ر أ ى  و م ا  ح س نٌ،  اللَِّ  عِن د   ف  هُو   ح س نًا،  لِمُون   ال مُس  ر أ ى  ف م ا 
لِمُون  س يِ ئًا ف  هُو  عِن د  اللَِّ س يِ ئٌ   ال مُس 

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka 

dalam pandanganAllah adalah baik, dan apa yang 

dipandang buruk oleh kaum muslimin makapandangan 

Allah pun buruk”. 

 Jadi madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa 

hukum yang ditetapkanberdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) 

mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang 

ditetapkan berdasarkan nash (teks).54 

 
54 Umi Chamidah, Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan 

Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Malang), Skripsi 

pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Malang, 2008, h. 43, 

tidak diterbitkan.  
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c. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi’I, yaitu pendapat 

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang 

kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).55 

 Walaupun banyak dari kalangan ulama yang telah 

membolehkan wakaf uang, namun ada juga sebagian ulama yang 

tidak membolehkan wakaf uang. Adapun alasan para ulama 

yangtidak membolehkan berwakaf dengan uang, diantaranya: 

a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya 

bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga 

bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada 

kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lazim 

kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang 

akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak 

habis dipakai. 

b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat 

tukar yang mudah,orang melaukukan transaksi jual-beli, 

bukan untuk ditarik manfaatnya denganmempersewakan 

zatnya.56 

 Walaupun ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama 

mengenai sah tidaknya wakaf uang, mengingat manfaat wakaf uang 

yang begitu besar bila dikembangkan dengan baik bagi kemaslahatan 

umat, pengelolaan wakaf uang tetap menjadi pilihan yang menarik 

bagi umat Islam untuk dikembangkan. 

 Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ulama yang 

membolehkan wakaf uang, pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf 

uang, sebagai berikut: 

 
55 Siska Lis Sulistiani, Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Di Indonesia,…. h. 37.  

 
56 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi 

Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, 

(Jakarta: PSTT-UI, 2006), h. 98. 
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a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang atau lembaga atau badan hukum, dalam 

bentuk uang tunai. 

b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 

berharga 

c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) 

d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-

hal yangdibolehkan secara syar’i 

e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak 

boleh dijual,dihibahkan dan diwariskan.57 

 Hukum yang mendasari wakaf tunai di Indonesia adalah 

adanya konteks kenegaraan pemerintah Republik Indonesia yang 

telah menetapkan undang-undang khusus tentang perwakafan di, 

yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk 

melengkapi undang-undangtersebut, pemerintah juga telah 

menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, yang antara lain 

mengatur wakaf uang. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang 

menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,… 

 
58 Siska Lis Sulistiani, Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Di Indonesia,…. h. 37.  
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BAB III  
DASAR WAQAF DAN BENTUK-BENTUKNYA 

 

Di kalangan ulama fikih , wakaf yang terkenal ada dua macam, 

yaitu: 

A. Wakaf Ahli.  

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang 

diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau 

lebih, keluarga sipewakaf atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf 

yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang- orang 

tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.59  Wakaf 

semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf 

itu ialah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 

Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan 

atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu 

mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut 

atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah. 

bagaimana nasib harta wakaf itu, bila terjadi hal-hal tersebut, 

dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi 

dengan waktu. 

Dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan 

berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, buku-buku 

tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan 

oleh keluarga yang lebih jauh atau tidak ada lagi digunakan oleh 

umum. Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui 

ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai 

dengan tujuan wakaf yang sesunguhnya, terlebih bila turunannya 

dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa. Berdasarkan 

hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan Undang-undang No. 

180 tahun 1952.60 

 

 

 
59 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 219. 
60 Depag Rl, Ilmu Fiqih, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1986), h. 216. 
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B. Wakaf Khairi 

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya 

diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk 

orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan 

masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. 

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf 

yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan 

pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, 

selama harta masih dapat diambil manfaanya.61 

 
C. Kerangka Dasar Wakaf 

Ketentuan wakaf yang dimaksudkan di sini tentunya aturan-

aturan wakaf yang bersifat mengikat (terdiri dari rukun, syarat dan 

ketentuan-ketentuan lainnya) yang harus dipenuhi dalam praktek 

prosesi wakaf. Maka dalam hal ini ketentuan- ketentuan itu seperti 

yang tergambarkan dari rumusan pengertian wakaf, meliputi pada 

rukun (unsur pokok wakaf) dan aspek lain dari ketentuan-ketentuan 

wakaf sebagaimana rincian penjelasan berikut ini. 

1. Pengertian rukun dan syarat wakaf 

Sebelum panjang lebar membahas syarat-syarat dan rukun 

wakaf tunai, penulis mencoba sedikit mengulas tentang pengertian 

dari syarat dan rikun itu sendiri, dan sisi perbedaannya antara 

syarat dan rukun wakaf itu sendiri. 

Kata rukun berasal dari bahasa ‘Arab “al-Rukn”, berarti sisi 

yang terkuat, maka al-rukn al-syai` mengandung arti sisi dari sesuatu 

yang menjadi tempat bertumpu. Sedangkan dilihat dari aspek 

peristilahan ilmu fikih (terminologi fikih) rukun adalah sesuatu 

dimana sesuatu itu dipandang sangat menentukan bagi suatu 

disiplin tertentu, juga ia merupakan bahagian integral dari disiplin 

itu sendiri, atau dalam istilah lain rukun adalah penyempurna 

sesuatu di mana ia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut.62 

 
61 Mahmud Syaltut, Al-Fatāwa. (Kairo: Oar al-Syuruq, tt), h. 115. 
62 Muhamad ’Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf Fi al-Syari‘ah al-
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Penjelasan serupa juga dikemukakan olehsiti mujiatun, 

pengertian rukun adalah: “sesuatu yang merupakan unsur pokok 

pada sesuatu, dan tidak sah jika ia tida ada. Misalnya penjual dan 

pembeli, keduanya merupakan unsur (rukun) yang harus ada dalam 

jual beli.63 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan 

rukun tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang menjadi tempat ia 

bertumpu, seperti membaca surat al-fātihah dalam shalat sebagai 

salah satu rukun bagi sahnya shalat, dan al- fātihah juga merupakan 

bahagian dari praktek shalat. 

Sedangkan pengertian syarat adalah “Sesuatu yang 

tergantung pada hukum syar’i yang keberadaannya di luar hukum itu 

sendiri dan ketiadannya menyebabkan keberadaan hukum- hukum 

itu hilang”64 wujudnya tidak merupakan unsur pokok (tidak sebagai 

bahagian dari sesuatu perbuatan), tetapi ia terpisah darinya dimana 

jika ia tidak ada meka perbuatan tersebut tidak sah. Jadi dalam 

keberadaannya dianggap menentukan bagi suatu perbuatan, namun 

ia tidak pada posisi sebagai bahagian dari perbuatan itu melainkan 

terpisah dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, membersihkan 

diri (ber-wudhū) adalah salah satu syarat bagi sahnya shalat, tetapi 

keberadaan wudhū tersebut tidak termasuk salah satu bahagian 

dari shalat. Sebagaimana dalam shalat, begitu juga halnya 

keberadaan rukun dan syarat dalam pembahasan wakaf tunai. 

Contohnya, salah satu syarat yang harus ada pada si pewakaf (wāqif) 

adalah sehat akal, jadi keberadaan sehat akal tersebut sebagai salah 

satu syarat wakaf, menentukan bagi sahnya wakaf, tetapi tidak 

merupakan bahagian dari wakaf, berbeda halnya dengan keberadaan 

wāqif yang termasuk salah satu rukun wakaf.65 

 
Islamiyah, penertjemah Ahrul Sani Fathurrahman, Hukum Wakaf Kajian 
Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf, 
(Jakarta: II, MaN, 2003), h. 87. 

63 Siti Mujiatun,”Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna”, 
dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 13 No.2 Tahun 2013 Edisi 
September, h. 205 

64 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh..., h. 118. 

65 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh..., h. 205. 
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2. Macam-macam rukun wakaf 

Dalam sejumlah literatur fikih banyak dijelaskan tentang 

rukun-rukun wakaf, namun perlu diketahui bahwa tidak ada 

kesepakatan ulama dalam merincikan jumlah rukun wakaf. Menurut 

penjelasan Muhammad Amin al-Syahir, Imam Hanafi berpendapat 

bahwa rukun wakaf hanya satu saja, yaitu sighat (lafadh-lafadh yang 

menunjukkan makna substansi wakaf).66 Maka yang menjadi rukun 

wakaf dalam pandangan ini adalah lafadh ijāb, seperti: “ardhī hādzā 

mauqūfah li al-Masākīn” (tanah saya ini diwakafkan kepada orang-

orang miskin). Di samping itu, menurut jumhur ulama selain 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu: wākif, 

mauqūf, mauqūf ‘alaih dan sighat.67 

Terkait dengan penjelasan di atas, al-Kabisi menjelaskan, 

perbedaan ketentuan rukun wakaf tersebut terjadi karena dasar 

pemahaman terhadap substansi wakaf yang tidak sama. Ulama 

Hanafiyah beranggapan bahwa dengan adanya sighat tidak perlu lagi 

ketiga rukun yang lainnya karena dari sighat tersebut sudah 

mencakup ketiga-tiganya.68 Sedangkan menurut jumhur ulama, perlu 

ada kajian dan tinjauan tersendiri terhadap masing-masing dari 

empat rukun tersebut. Maka apabila dipersempit pada kajian sayarat 

dan rukun wakaf uang, menurut hemat penulis ruang lingkup 

pembahasannya sama saja kedudukannya dengan syarat dan rukun 

wakaf pada umumnya. Hal demikian karena tetap saja pada 

prinsipnya praktek wakaf uang mengharuskan adanya unsur-unsur 

yang dapat mengukuhkan kesahehan hukum wakaf tunai itu sendiri. 

Maka bila disesuaikan dengan pandangan. 

Menurut pendapat jumhur ulama, yang menjadi rukun wakaf 

 
66 Muhammad Amin al-Syahir, Raddu al-Mukhtār, Juz IV, Cet: I, (Dār al-

fukad, 1979), h. 340. 
67 Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Juz: VIII, h. 156. 
68 Muhamad ‘Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf Fi al-Syari‘ah al-

Islamiyah, penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman, Hukum Wakaf Kajian 
Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf..., h. 
88. 
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tunai juga terdiri atas empat unsur, yaitu: (1). Adanya si pewakaf 

(Wāqif), (2). Mauqūf (benda yang diwakafkan) (3). Mauqūf’‘Alaih 

(sasaran wakaf), dan (4). Sighah (redaksi wakaf). Rincian penjelasan 

rukun wakaf ini sesuai dengan penjelasannya imam al-Nawawi,69 al-

Rafi‘i,70 dan Jalaluddin al-Mahally yang mengemukakan bahwa “dari 

pengertian wakaf dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur ( 

rukun wakaf),” sebagai berikut: 

“Maka wakaf semestinya terdiri dari empat unsur pokok, 

yaitu: wāqif (orang yang mewakafkan), mawqūf (benda yang 

diwakafkan), mawqūf ‘alaih (sasaran wakaf), dan sighah wakaf 

(redaksi wakaf)”.71  

Jadi sejauh ini dengan merujuk pada pandangan jumhur 

ulama fikih dapat dipahami bahwa, rincian rukun-rukun wakaf 

terbagi kepada empat unsur pokok saja, yaitu: Wāqif (pewakaf), 

mawqūf (benda wakaf), mawqūf ‘alaih (sasaran wakaf), dan sighat 

(redaksi akad wakaf). 

Adapun rincian penjelasan masaing-masing rukun wakaf 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wāqif (pelaku wakaf) 

Yang dimaksud dengan wāqif adalah pemilik harta benda 

yang melakukan perbuatan hukum. Menurut para pakar hukum 

Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila 

wāqif mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru' yaitu 

melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan 

cakap bertindak melakukan tabarru' adalah yang sudah baligh, 

berakal sehat, dan tidak terpaksa.72 Wakaf harus didasarkan atas 

kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak mana 

 
69 al-Nawawy, Raudhah al-Thalibīn wa ‘Umdah al-Muftīn, Juz: V, (al-

Maktabah al- Islamiy, tt), h. 314. 
70 Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi‘iy, al-‘Azīz, Juz: 

VI, h. 250. 
71 Jalaluddin al-Mahally, Qalyūby wa ‘Amirah …, h. 97. 
72 Muhammad Rawas Qal'ah Jay, Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab, 

(Beirut: Dar af- Nafais, 1409 H/1989 M), h. 877. 
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pun. Para ahli hukum Islam sudah sepakat bahwa wakaf dari orang 

yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau 

ketentuan bagi setiap perbuatannya.73 

2. Mawqūf (benda wakaf) 

Mawqūf adalah benda wakaf yang dimiliki dan dikuasai oleh 

pewakaf secara sah dan merupakan salah satu unsur penting dalam 

perwakafan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

menegaskan bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi 

mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang hendak 

diwakafkan dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.74  

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa, harta benda yang 

dapat diwakafkan oleh pewakaf hanya harta yang nyata-nyata 

dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh pewakaf secara sah. Seorang 

pewakaf tidak bisa mewakafkan harta yang diperoleh secara sah, 

akan tetapi tidak dimilikannya atau dikuasai pada saat itu. 

 

3. Mawqūf ‘Alaih (sasaran atau penerima wakaf) 

Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang 

harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan 

sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam 

bidang mendekatkan diri kepada Allah SWT.75 

 

4. Sighat (redaksi akad wakaf ) 

Dalam hukum Islam Sighat (redaksi akad wakaf) juga disebut 

dengan ikrar wakaf yang terjadi pada ketika Wāqif (pelaku wakaf) 

dan penerima wakaf melakukan ijab qabul. Salah satu unsur penting 

dalam perwakafan adalah “Ikrar Wakaf”. Ikrar wakaf merupakan 

pernyataan dari orang yang berwakaf bisa kepada pengelola atau 

 
73 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 240. 
74 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 

241. 
75 Sayyid Bakri al-Dimyati, I'anah al-Talibin, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 

h. 156. 
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manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan 

harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu. Sighat 

(redaksi akad wakaf) merupakan bukti nyata telah terjadinya 

penyerah terimaan harta waqaf. Jadi Sighat (redaksi akad wakaf) 

berfungsi sebagai yang memperjelas status barang wakaf secara 

tegas dan jelas. 

 

D. Macam-macam Syarat Wakaf 

Setelah ada rincian unsur-unsur wakaf tersebut di atas, 

selanjutnya adalah syarat-syarat wakaf yang tertumpu pada ke 

empat unsur atau rukun wakaf tersebut. Dalam pembahasan syarat-

syarat wakaf juga dijumpai pandangan ulama yang memisahkan 

kategori syarat wakaf kepada yang bersifat umum, yakni yang 

dimaksudkan adalah syarat wakaf yang terpisah dari unsur-unsur 

atau rukun wakaf, karena pada rukun wakaf juga mempunyai      

syarat-syarat      tersendiri.76 Maka sebelum menjelaskan 

rincian syarat-syarat yang terdapat pada masing- masing rukun 

wakaf, maka penulis lebih dulu merincikan syarat- syarat wakaf pada 

umumnya yang terpisah dari rukun wakaf sebagai berikut: 

Hendi Suhendi merincikan syarat-syarat wakaf yang bersifat 

umum tersebut dalam bukunya Fiqh Mua‘amalah sebagai berikut: 

a. “Wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, sebab 

perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu 

tertentu.  

b. Objek sasaran wakaf dipandang perlu ada kejelasan arah, 

maksudnya wajib menyebutkan untu apa benda wakaf itu harus 

digunakan, seperti untuk mesjid, pesantren dan lain-lainnya. 

c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada pernyataan ijāb 

yang dinyatakan wāqif. 

d. Syarat wakaf yang bersifat umum yang ke empat adalah  

adanya ‘aqad (transaksi atau pejanjian wakaf), dalam hal ini 

 
76 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 

2002), h. 234. 
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sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang memandang ‘aqad 

perwakafan sifatnya tembus dan wajib dilaksanakan tanpa ada 

hak khiyar (memilih untuk membatalkan atau melangsungkan 

wakaf yang jelas-jelas sudah dinyatakan wāqif).77 

Bila diperhatikan dari penjelasan syarat-syarat wakaf di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: pada prinsipnya institusi 

wakaf itu harus jelas dan akurat terhadap semua aspek yang dapat 

mempengaruhinya (seperti pada rincian di atas) agar jelas dalam 

prakteknya. selanjutnya bila dihubungkan dengan syarat wakaf uang 

tunai, memang tidak banyak dijumpai secara tegas uraian yang 

merincikan segala syarat-syaratnya seperti syarat wakaf yang lazim 

(lumrah dijumpai). Namun dengan melihat pada wujud praktek 

wakaf uang tunai (substansinya tidak ada sisi perbedaannya yang 

signifikan dengan wakaf yang lazim tersebut); dengan demikian 

menurut hemat penulis segala syarat yang berlaku pada wakaf yang 

lazim tersebut juga berlaku pada wakaf uang tunai. 

Adapun syarat-syarat bagi masing-masing rukun wakaf dapat 

dilihat sebagaimana rincian pada berikut ini: 

1. Syarat wāqif ( orang yang berwakaf ). 

Muhammad Juwad Mughniyah menjelaskan, syarat-syarat 

yang berkaitan dengan wākif menurut para ulama mazhab seperti 

Ja’fariyah, Mālikiyah, Syāfi‘iyah, dan Hanbaliyah sepakat bahwa sehat 

akal dan balihg merupakan syarat bagi sahnya wakaf yang dilakukan 

oleh wāqif.78 Dengan demikian wakaf orang gila tidak sah karena dia 

tidak dibebani kewajiban hukum apapun (tidak mukallaf); demikian 

juga halnya anak kecil yang usianya belum matang dipandang belum 

memenuhi syarat untuk menjadi wāqif. Terkait dengan penjelasan ini 

juga dalam sejumlah literatur fikih sering dijumpai istilah baligh dan 

rasyīd. 

Menurut penjelasan Hendi Suhendi, ini mengandung 

pengertian bahwa, kata baligh dititik beratkan pada umur; 

 
77 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah..., h. 234. 
78 Muhammad Juwad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, cet, VI. (Penerbi 

Lentera, 2007), h. 643. 
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sedangkan rasyīd penekananya terdapat pada kematangan 

pertimbangan akal pemikiran”.79 Maka dalam hal ini akan dipandang 

tepat bila dalam persoalan kecakapan ber-tasharruf‘ (mengelola 

harta) harus disyaratkan adanya sifat rasyīd. Adanya sifat tersebut 

dapat diidentifikasikan dengan penyelidikan terhadap calon wāqif 

yang cakap dalam tindakan muamalah. Ketetapan syarat seperti 

demikian hikmahnya adalah agar menjaga nilai-nilai keterbukaan 

dalam institusi wakaf yang harus jelas dan akurat. 

Dalam kitabnya Syarqawī ‘Alā al-Tahrīr, Zakari al-Anshari 

menjelaskan bahwa syarat bagi seorang wāqif di samping dua syarat 

tersebut (sehat akal dan baligh) juga harus ditambahkan satu syarat 

lainnya, yaitu al-mukhtār (tidak dalam keterpaksaan) yakni 

sipewakaf tidak dipaksakan dalam melakukan wakafnya.80 Namun 

syarat yang ke tiga ini tidak disinggung oleh sebahagian ulama 

mazhab yang lainnya, artinya tidak disepakati oleh jumhur ulama. 

 

2. Syarat pada al-mawqūf (benda wakaf) 

Syarat bagi mauqūf dalam pembahasa wakaf menurut jumhur 

ulama mazhab (Jakfar, Malikiyah, Hanafiyah dan Syāfi‘iyah) 

disepakati bahwa syaratnya sama sebagaimana halnya yang 

disyaratkan pada barang atau benda yang sah untuk diperjual 

belikan. Syarat tersebut adalah: (1). Benda yang diwakafkan harus 

sesuatu yang kongkrit; (2). milik yang sah bagi wāqif; dan (3) 

bermanfa‘at artinya (benda yang diwakafkan memiliki potensi untuk 

dapat dimanfa‘atkan artinya tidak punah setelah dimanfaatkan).81 

Penjelasan yang serupa juga dikemukakan oleh Imam Nawawi 

dalam kitabnya Raudhah al-Thālibīn.82 Hanya saja terdapat 

perbedaan pendapat ulama dalam memberikan ciri-ciri sifat benda 

 
79 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah…, h. 243. 
80 Zakari al-Anshari, Syarqawi ‘al-Tahrīr, Juz. III. (Surabaya: Al-Hidayah, tt) 

h. 174. 
81 Muhammad Juwad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab… , h. 645. 
82 al-Nawawy, Raudhah al-Thalibīn, Juz: V, (al-Maktabah al-Islamiy, tt), h. 

214. 



- 44 - 
 

yang dapat diwakafkan. Artinya adalah kebanyakan ulama mazhab 

sepakat tetang kebolehan wakaf benda yang tidak bergerak seperti 

tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat tetang sah wakaf 

benda yang bergerak seperti binatang dan sumber pangan lainnya. 

Kecuali itu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah ini, 

memandang bahwa hanya benda yang tidak bergerak saja yang 

dapat diwakafkan.83 Perbedaan itu terjadi karena cara memandang 

hakikat substansi wakaf yang berbeda-beda, yaitu terkait pada kajian 

unsur ta’bīd (kekekalan benda wakaf yang dapat mempengaruhi 

pada pemanfaatannya). 

selanjutnya bila dihubungkan dengan pembahasan wakaf 

uang sudah jelas yang menjadi Mawqūf -nya adalah uang tunai atau 

surat-surat berharga lainnya. Sedangkan pada penjelasan syarat-

syarat mawqūf di atas tertuju kepada umum jenis benda wakaf (tidak 

tertentu pada uang tunai saja melainkan apa saja yang dapat 

memenuhi syaratnya). Ketika uang tunai sebagai mauqūf-nya apakah 

ada syarat-syarat tertentu lainnya bagi uang tunai tersebut untuk 

dapat dijadikan sebagai mawqūf?, sejauh penalitian yang penulis 

jumpai, tidak ditemukan teori yang menjelaskan yang merincikan 

syarat-syaratnya dalam sejumlah literatur buku atau kitab fikih. 

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Peraturan 
Pemerintah, ada disebutkan beberapa aturan dalam pelaksanaan wakaf 
tunai yang harus dipatuhi oleh seorang wāqif pada saat melakukaan 
wakafnya. Dalam kedua aturan hukum tersebut ditetapkan dua ketentuan 
tambahan, bila benda wakaf (mawqūf) nya dalam bentuk uang tunai, yaitu: 

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. 

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang 

asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.84 

Penjelasan di atas menurut hemat penulis walaupun bunyinya 

tidak secara tegas disebutkan sebagai syarat (aturan atau sistim), 

tetapi karena bersifat mengikat maka ia dapat disebut juga sebagai 

 
83 A.Rahman. I.Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah… , h. 431. 
84 Departemen Agama, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 

wakaf, 2007), h. 73. 
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syarat (syarat bagi mawqūf yakni uang tunai). Selanjutnya bila 

didasari pada penjelasan aturan tersebut, artinya sejauh ini dapat 

dilihat bahwa penjabarannya belum ada menyinggung tentang 

perihal mauqūf-nya dalam bentuk surat- surat berharga lainnya yang 

juga termasuk dalam kategori uang tunai sebagaimana dipahami 

dalam pembahasan pengertian wakaf tunai di atas. 

Ketentuan yang menatapkan bahwa mata uang yang bisa 

diwakafkan pada point b adalah mata uang rupiah atau keharusan 

mengkonversikan kedalam mata uang rupiah, bukanlah ketentuan 

yang berlaku universal, akan tetapi khusus berlaku di negara 

Repoblik Indonesia. Ketentuan ini semata-mata dimaksudkan 

untuk kemeslahatan negara yaitu memberi apresiasi yang tinggi 

kepada mata uang negara sendiri. Agar harta benda yang 

diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus. Pertama, 

mutaqawwin yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan   halal, 

dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau 

tidak berwujud,  

Kedua. benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti 

batas- batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, Ketiga, benda 

yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat 

dimanfaatkan secara terus menerus. Namun demikian menurut 

Imam Malik dan golongan Syiah Imamiyah wakaf dapat atau boleh 

dibatasi waktunya.85  

 

3. Syarat pada sighah wakaf (redaksi wakaf) 

Sighah wakaf (redaksi wakaf) adalah pernyataan Wāqif 

(pewakaf) sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang 

akan diwakafkan, sighah tersebut dapat dilaksanakan dengan lisan 

maupun tulisan dan dengan pernyataan tersebut hilanglah hak Wāqif 

atas benda wakaf tersebut.86 Penjelasan ini berarti bila didasari 

kepada pandangan sebahagian ulama seperti orang Syāfi‘iyah, 

 
85 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 

241. 
86 Abdul halim, Hukum Perwakafan di Indonesia… , h. 20. 
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karena menurut sebahagian ulama yang lainnya (ulama Malikiyah) 

tidak demikian, jadi menurut ulama Malikiyah pernyataan wakaf dari 

seorang wāqif tidak dapat menghilangkan hak kepemilikannya dari 

diri wāqif). 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Helmi Karim dalam 

bukunya Fiqh Mu‘amalah menjelaskan bahwa: “menurut ulama 

Syāfi‘iyah dan Hanabilah, setiap ikrār (pengakuan wakaf) 

menghilangkan hak milik orang yang berwakaf dan hartanya itu 

akan menjadi hak Allah semata-mata“.185 Jadi masih terdapat 

pandangan yang berbeda di kalangan ulama lain seperti ulama 

Malikiyah. Karena demikian dapat dipahami bahwa pada prinsipnya 

untuk Sighah atau ikrār wakaf ini harus benar-benar akurat dan jelas 

pengertiannya, sesuai dengan tujuan wakaf yang menggambarkan 

kesungguhan kemauan Wāqif dalam muamalah perwakafan. 

Terkait dengan penjelasan bentuk lafadh sighah (redaksi 

wakaf) yang harus akurat dan jelas tersebut, terdapat beberapa 

keberagamannya dan masih diperdebatkan di kalangan para fuqahā. 

Namun menurut Muhammad Juwad Mugniyah seluruh ulama 

mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan lafadh 

“waqaftu” (saya wakafkan). Alasannya karena kalimat tersebut 

menunjukkan pengertiannya kepada wakaf yang sangat jelas tanpa 

perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu baik dari segi loghah 

(bahasa), syar‘i (istilah syarak), maupun tradisi (bahasa sehari-

hari).87 

Adapaun lafadh-lafadh lain lainnya masih diperselisihkan 

seperti: “sabiltu” (saya memberikan jalan), “wahabtu” (saya 

menyerahkannya) dan lain. 

Jadi hanya lafadh waqaftu yang disepakati ulama karena 

dianggap sangat akurat atau sangat jelas penunjukannya kepada 

wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf tunai bila dihubungkan dengan 

pembahasan kajian rukun wakaf yang ketiga ini (sighat atau redaksi 

 
87 Helmi karim, Fiqh Mu’amalah cet: III, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 

2002), h. 122 
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wakaf), dalam panduannya yang diterbitkan oleh Departemen 

Agama  tentang tata laksanaannya, saat Wāqif ingin mewakafkan 

uang yang dimilikinya, diharuskan menempuh beberapa langkah 

atau prosesinya sebagai berikut: 

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari‘ah penerima wakaf uang (LKS) 

untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. 

b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan 

diwakafkan. 

c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke Lembaga Keuangan 

Syari‘ah. 

d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wāqif yang berfungsi 

sebagai akta ikrar wakaf (pengakuan ingin mewakafkan uang 

tersebut). 

Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan aspek ketiga 

dari unsur atau rukun wakaf dianggap telah terrealisasikan. Hal 

demikian karena dari kejelasan kepemilikan uang wāqif; penyerahan 

uang tersebut terhadap lembaga keuangan syari’ah (dalam hal ini 

bisa berfungsi sebagai nadhīr wakaf atau lainnya); dan juga 

pengisian formulir oleh wāqif; adalah wujud dari kesungguhan wāqif 

dan dengan demikian juga dengan sendirinya dapat terjamin nilai-

nilai akurasi dalam institusi wakaf. 

Terkait dengan penjelasan di atas, Abdul Halim88 menjelaskan 

beberapa syarat yang hurus ada dalam sighah wakaf, yaitu: pertama 

tidak digantungkan (kelangsungan pelaksanaan wakaf tidak 

dikaitkan dengan sesuatu); kedua wakaf tidak diiringi dengan syarat 

tertentu (yang bertentangan dengan tujuan agama); ketiga jelas 

ucapannya (dengan menggunakan lafadh- lafadh yang berlaku 

sebagai sighah wakaf), ke empat, tidak dibatasi oleh waktunya, 

syarat transaksi ini berdasarkan kepada pendapat ulama yang 

memegang prinsip hilang kepemilikan wāqif terhadap harta yang 

telah diwakafkan). 

Untuk selanjutnya apakah wakaf memerlukan qabul 

 
88 Abdul Halim, Hukum Perwkqafan di Indonesia… , h. 20. 
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(pernyataan telah menerima dari mawqūf‘alaih, atau apakah wakaf 

dinyatakan sah dengan adanya pernyataan ijāb dari wakīf saja? atau 

membutuhkan kesesuaian kedua pihak (adanya peryataan qabūl dari 

mawqūf‘’alaih)? Menjawab pertanyaaan ini, Abdul Halim  

menjelaskan, bahwa para ulama mazhab membedakan antara wakaf 

yang dimaksudkan untuk kepentingan umum seperti mesjid dan 

tempat penguburan bagi ummat Islam. Artinya di sini wāqif tidak 

memaksudkan barang wakafnya itu untuk digunakan oleh pihak 

tertentu seperti anak-anak dan lain sebagainya. Terhadap wakaf 

yang demikan, para ulam mazhab (Malikiyah, Hambaliyah, Syāfi’iyah, 

dan Hanafiyah) sepakat menyatakan sah wakafnya (tidak 

membutuhkan pernyataan qabūl dari pihak mawqūf ‘alaih). 

Kebalikan dari itu, bila wakaf yang dutujukan kepada pihak tertentu, 

sebahagian ulama memandang wakaf tersebut tidak sah bila tanpa 

ada qabūl dari mawqūf ‘alaih. Tetapi menurut Malikiyah dan 

Hambaliyah berpendapat bahwa wakaf yang demikian sama saja 

seperti wakaf umum yang juga tidak memerlukan qabūl. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bila dihubungkan dengan 

pelaksanaan wakaf uang yang didasari pada keberadaan posisinya 

sebagai salah satu aspek mawqūf dalam sistem wakaf, maka menurut 

hemat penulis tetap saja sama (tidak bisa terlepas dari tinjauan 

aturan yang berlaku dalam transaksi wakaf melalui proses sighat ijāb 

dari wāqif dan qabūl dari mawqūf ‘alaih sesuai dengan aturan hukum 

yang belaku dalam fikih wakaf. 

4. Syarat bagi mawqūf ‘Alaih (sasaran wakaf) 

Mawqūf ‘alaih adalah orang yang menerima atau sasaran 

wakaf yang dituju oleh wākif. maka terhadap mawqūf ‘alaih tersebut 

ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagai syarat 

untuk sahnya wakaf. Terkait dengan pembahasan ini,  Zakaria Al-

Anshari menulis dalam kitab Syarqawi ‘Ala al-Tahrīr: 

 ان يكون الموقوف عليه موجودا عند الوقف و 
“diharuskan pada mauquf‘alaih (sasaran wakaf) statusnya sudah ada pada 
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saat wakaf sedang dilangsungkan”89  

Zakaria Al- Anshari menjelaskan bahwa maksud yang 

terkandung dari teks yang tesebut di atas adalah, tidak sah 

mewakafkan kepada seorang anak yang akan lahir, hal demikian 

karena wakaf adalah suatu ‘aqad yang tembus seperti halnya hibah. 

Jadi bila yang menjadi penerima wakaf belum ada pada saat wakaf 

berlangsung, maka ‘aqad wakafnya tidak sah. Adapun syarat-syarat 

bagi mawqūf ‘alaih dapat dilihaat rinciannya sebagai berikut: 

Orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk 

memilikinya artinya adalah, ia bisa bertanggang jawab dan 

memelihara harta wakaf itu sebagai amanah dari Allah yang harus 

dijaga, dan bukan pendurhaka kepada orang tua, juga bukan orang 

yang suka berbuat maksiat melawan hukum Allah.90 

Tidak dibenarkan mewakafkan kepada kemaksiatan, seperti 

tempat pelacuran, pembangunan gereja dan lain-lain. 

Mawqūf‘alaih -nya jelas. Tidak sah mewakafkan kepada 

beberapa orang yang ditunjukkan tanpa di sebutkan secara jelas 

siapa orangnya.91 

Selanjutnya terkait dengan kajina Syarat bagi mawqūf ini, 

apakah boleh seseoarang mewakafkan kepada dirinya sendiri?, Para 

ulama dari Imamiyah, Syāfi’i, dan Maliki menjelaskan, seorang wāqif 

tidak boleh mewakafkan benda wakaf (mawqūf) kepada dirinya 

sendiri, atau mencantumkan dirinya dalam kelompok orang-orang 

yang menerima wakaf. Menurut mereka dipandang tidak masuk 

akal seseorang menyerahkan hak miliknya kepada dirinya sendiri.92 

Apalagi harta wakaf tersebut telah menjadi milik Allah untuk 

keperluan orang lain artinya manfa'atnya hanya diperuntukkan bagi 

mawqūf‘ ’alaih (penerima wakaf, atau sasaran wakaf). 

Namun demikian, juga terdapat penjelasan yang 

membolehkan wakaf kepada diri sendiri. Adapun ulama yang 
 

89 Syaik Islam Zakaria al- Anshari, Syarqawi ‘Ala al-Tahrīr… , h. 174. 
90 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia… , h. 18. 
91 Muhammad Juwad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab… , h. 647-648. 
92 Muhammad Juwad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab … , h. 648. 
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membolehkan wakaf kepada diri sendiri adalah, Abu Yusuf, Ibnu Abi 

Laila, Ibnu Syubramah, sebahagian ahli mazhab Syafi’i dan Hambali. 

Sebagai alasan bagi kebolehan tersebut adalah karena “penetapan 

hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan 

penetapannya sebagai milik“. Sebagai contoh wāqif mewakafkan 

hartanya kepada fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapat hasil 

wakafnya. Namun pendapat yang kuat dalam mazhab Syāfi'iyah 

adalah tidak sah.93 

 

6. Nilai Kemanfaatan Wakaf Tunai 
 Adapun manfaat utama wakaf tunai ada empat, yaitu, sebagai 

berikut: 

a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang 

yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan 

dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuantanah 

terlebih dahulu 

b. Melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah 

kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung 

atau diolah lahan pertanian 

c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang 

kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya 

d. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam 

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu 

tergantung pada anggaran pendidikan negara yang 

terbatas.94 

 Selain itu, ada beberapa hal yang memudahkan mobilisasi 

dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang, yaitu: 

a. Lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi luas 

dibanding dengan wakaf lainnya  

 
93 Departemen Agama, Fikih Wakaf..., h. 48. 
94 Syafii Antonio, Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan dalam Kumpulan 

Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 212. 
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b. Dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam 

pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang 

dituju yang memungkinkan memiliki kesadaran beramal 

tinggi 

c. Wakif tidak perlu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk 

berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan 

dapat berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan 

yang ditawarkan dalam wakaf uang, umat Islam akan lebih 

mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa 

harus menunggu capital dalam jumlah yang sangat besar. 

Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk 

menjadi wakif.95 

 

B. Peran Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Ekonomi Umat 

 Wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya 

akan terus mengalir selama mauquf-nya masih dimanfaatkan. Selain 

untuk menggapaikeridhaan serta pahala dari Allah, wakaf juga 

banyak digunakan untuk kepentingan sosial.Wujud kepentingan 

sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat,jaminan 

sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 

 Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, para 

pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli 

dalammewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.Terutama 

lembaga wakafyang memiliki basis organisasi massa ataupun badan 

hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat 

yang saling bahu-membahudengan sub-sistem masyarakat lainnya 

dalam menyelesaikan persoalan bangsa.Wakaf sebagai salah satu 

pranata keagamaan dalam Islam yang memilikiketerkaitan langsung 

secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial 

dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

 Di era modern saat ini, wakaf dikembangkan dengan 
 

95 M. Cholil Nafis, Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 

II, No. 2, April 2009, h. 37.  
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berbagaisistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan 

wakaf produktif.Wakaf produktif akan sangat bermanfaat bagi 

kemajuan perekonomian diIndonesia.96Salah satu macam wakaf 

produktif adalah wakaf uang.Berdasarkan UU No. 41 tahun 

2004,penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan 

dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam wakaf uang, wakif 

tidak boleh langsung menyerahkanmauquf yang berupa uang kepada 

nadzir, tetapi harus melalui LKSyang telah ditetapkan oleh 

MenteriAgama RI.Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. 

 Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 

tentangPedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda 

Wakaf Bergerak berupaUang, sertifikat dapat diberikan kepada waqif 

yang telah mewakafkanuangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu 

juta rupiah) dengan menyertakanasal-usul uang dan identitas 

lengkapwaqif- nya.97 

 Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di 

Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan 

pengembangan wakaf uang. Jika wakafuang dapat 

diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang 

dapatdipergunakan bagi kemaslahatan umat.  

 Berdasarkan asumsi Cholil Nafis jika 20 juta umat Islam 

Indonesia maumengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap 

bulan, maka dana yangterkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap 

tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf,maka setiap tahun akan 

terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika sajaterdapat 1 juta 

umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 

perbulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 

100 miliarsetiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).98 

 
96 Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, Peran Wakaf  Dalam  

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi  Umat, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi 

(JEBA), Vol. 22,  No. 2, Tahun 2020,  h. 194. 

 
97M. Nur Rianto Al Ari, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program 

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 20. 
98 M. Cholil Nafis, Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, Jurnal Al-Awqaf,… 
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 Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda 

denganwakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk 

menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal 

uang yang diinvestasikan tidak bolehberkurang. Kemudian 

keuntungan dari hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir 

(maksimal10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).99 

 Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nadzir dengan 

perbankansyariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI 

No. 92-96 tahun 2008yang menunjuk lima bank syariah untuk 

bermitra dengan nadzir dalam soalwakaf uang. Kelima bank tersebut 

adalah Bank Muamalat Indonesia, BankSyariah Mandiri, BNI Syariah, 

DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia.Namun tidak menutup 

kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang jugabisa 

dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank. 

 Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf 

uang, yaituwakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang 

untuk selamanya.Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah 

diinvestasikan ke produkperbankan agar lebih aman dan 

memudahkan pihak wakaf dalam menerimauangnya kembali pada 

saat jatuh tempo.Sedangkan wakaf uang untukselamanya, pihak 

nadzir memiliki otoritas penuh untuk mengelola 

danmengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. 

Bila kegiataninvestasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, 

maka atas keuntunganbersih usaha hasil investasi ini (yaitu 

pendapatan kotor dikurangi dengan biayaoperasional), akan 

dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakafyaitu 90% 

keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf 

‘alaih)dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nadzir.100 

 Hasil pengelolaan dana wakaf uang dapat diperuntukkan bagi 

 
 
99UU No. 41 tahun 2004, pasal 12. 
100M. Nur Rianto Al Ari, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program 

Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,…, h. 22-23. 
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pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, 

kesehatan, sosial ataupunekonomi. Bentuk pemberdayaan 

pendidikan misalnya dengan mendirikansekolah gratis dengan 

kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru.Sedangkan 

pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan 

danpengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi 

ibu hamil,serta persalinan gratis.Pemberdayaan sosial dapat berupa 

pelatihan kerja dankewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa 

bantuan dana bergulir.101 

 

 
101M. Nur Rianto Al Ari‚ Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, 

Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 44, No. II, 2010, h. 12. 
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BAB IV 
INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGEMBANGAN WAQAF 

TUNAI 
 

Pembahasan di bawah ini difokuskan untuk mengevaluasi dan 

mendiskusikan aspek dan informasi yang didapatkan dalam sesi-sesi 

wawancara dengan para narasumber dilapangan yang secara umum 

memiliki relevansi dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. 

Keterangan ini masih dianalisa secara umum berdasarkan 

keterangan ‘mentah’ dari uraian para narasumber dan masih 

memerlukan pemetaan secara lebih terperinci untuk dijadikan bahan 

dan draf yang akan didiskusi secara detail, terperinci dan terarah 

dalam sebuah forum FGD bersama para pakar dan pihak 

berkompeten lainnya. Yang hasilnya akan dapat digunakan secara 

lebih sempurna dan permanen sebagai sebuah temuan dan tawaran 

ilmiah dalam memajukan konsepsi penerapan system waqaf tunai 

dalam membantu keuangan dan pendanaan PTKI dan lembaga-

lembaga pendidkan Islam lainnya. 

 

A. Dinamika Tiga PTKI Berbasis Dayah di Aceh 

Keterangan dan profil ketiga lembaga Perguruan Tinggi 

Agama Islam (PTKI) Swasta berbasis pondok pesantren di Aceh yang 

telah dikunjungi tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dan 

informasi profil yang diberikan saat proses wawancara dan 

pengamatan lapangan dilakukan. Ketiga nya berada di tiga 

kabupaten berbeda di Aceh yang saat ini sedang mengalami 

pengembangan dan peningkatan dari berbagai aspek pendidikan dan 

proses pembangunannya.  

1. IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh 
IAI Al-Aziziyah dulunya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Al-Aziziyah Samalanga resmi berubah status sebagai Institut 

Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, setelah disahkan oleh Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui SK Nomor 

3776 Tahun 2014. Serah terima SK persetujuan alih status 
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berlansung di Ruang Sidang Kementerian Agama RI di Jakarta pada 

Senin, 7 Juli 2014 yang dihadiri oleh Rektor Institut Agama Islam Al-

Aziziyah Samalanga, Dr. Tgk. Muntasir, MA. Institut Agama Islam 

(IAI) Al-Aziziyah Samalanga merupakan perguruan tinggi swasta 

kedua di Aceh setelah Institut Agama Islam (IAI) Al Muslim Bireuen 

yang mampu meraih status Institut setelah sebelumnya sejak 

diresmikannya pada 2003 perguruan tinggi ini bernama Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah Samalanga. Institut Agama 

Islam (IAI) Al-Aziziyah mendapatkan status baru tersebut setelah 

melewati tahapan pengajuan proposal alih status ke Direktorat 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2013 

dilanjutkan tahapan verifikasi kelayakan alih status, visitasi 

kelayakan melaksanaan pendidikan Institut serta rekomendasi dari 

berbagai stakeholder di Aceh dan Nasional. Bersamaan dengan 

persetujuan Alih Status Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, juga 

perubahan status 4 Perguruan tinggi lain di Jawa Timur dan 

Sumatera Barat dan Selatan.102  

Di bawah kepemimpin Dr. Tgk Muntasir A.Kadir, MA, Institut 

Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang berlokasi di Samalanga, 

Bireuen perlahan terus berkembang pesat. Ragam terobosan telah 

dilakukan dan saban tahun mahasiswanya terus membludak. 

Bahkan, hingga kini telah membuka 3 Fakultas dengan 7 Program 

studi + satu Program Pascasarjana dengan Jurusan Magister 

Komunikasi Penyiaran Islam. Kampus Institut Agama Islam (IAI) Al-

Aziziyah bisa disebut memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri, 

ini karena ciri khas kedayahan kampus ini sangat terasa. Ditambah 

lagi, mayoritas dari mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-

Aziziyahadalah para santri yang sudah menyelesaikan pendidikan 

Tingkat Aliyah di Dayah MUDI Mesjid Raya dan Dayah lainnya di 

Aceh. Latar belakang pendidikan mereka tersebut menjadikan 

mereka mengusai Bahasa Arab dan materi ilmu pengetahuan agama 

seperti fikih, usul fikih, tauhid  dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. 

 
102 Profil IAI Al-Aziziyah Samalanga Tahun 2022. 
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Keadaan ini sangat mendukung proses belajar lanjutan di ruang 

perkuliahan. Bahkan untuk tahun akademik 2014/2015, Institut 

Agama Islam (IAI) Al-Aziziyahsecara khusus membuka kelas lanjutan 

Alumni Ma’had Ali Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga untuk Prodi 

Ahwal Al Syakhsyiyyah yang hanya menyisakan beberapa 

matakuliah untuk akhirnya alumni kelas tersebut akan mendapatkan 

ijazah Sarjana. 

Ide awal mendirikan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah 

ini adalah perkembangan dan kemajuan zaman yang sedemikian 

pesat tanpa dapat dihambat telah menimbulkan tantangan berat bagi 

umat Islam se-dunia termasuk Aceh yang bergelar Serambi Mekkah. 

Jika tidak pandai menyikapi, maka umat Islam akan tergilas dan 

menjadi korban kemajuan. Padahal dalam kesehariannya umat Islam 

harus tetap mampu selaras dengan syari’ah yang diturunkan Allah 

sebagai titian jalan kehidupannya, begitu juga alih status dari 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah ke Institut Agama 

Islam (IAI) Al-Aziziyahjuga menjadi kebutuhan untuk membuka 

ruang penyelenggaraan pendidikan secara luas dan mampu bersaing 

dengan kampus lain di Naggroe Aceh dan Nasional. 

Di Aceh khususnya, secara realitas ummat Islam harus 

berhadapan dengan westernisasi dan sekularisasi yang sedikit demi 

sedikit menghancurkan ke-khasan ciri Islam yang sebenarnya. 

Forum-forum kajian keagamaan menjadi kurang diminati, generasi 

muda lebih suka kepada kegiatan-kegiatan atau kajian-kajian yang 

jauh dari nilai-nilai Islami. Sebuah fenomena yang memprihatinkan 

masyarakat Islam dan harus dijawab dengan kegiatan dan 

pendidikan Islam yang mampu memberikan pengetahuan yang 

berbasis moral dan Agama. 

Bertolak dari pemikiran ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-

Aziziyah ikut mengambil bagian untuk merevitalisasi semangat Islam 

dan membentuk kader-kader yang kuat beragama (‘aqidah dan 

ibadahnya), memiliki pemahaman dan wawasan keislaman dan 

keilmuan yang tinggi, menguasai teknologi dan bahasa asing (Arab 

dan Inggris) serta siap berdakwah di segala tingkatan masyarakat 
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kosmopolit sekarang ini. Upaya yang dilakukan ke arah tersebut 

adalah dengan mendirikan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. 

Selaras dengan realitas tersebut perwujudan Institut Agama Islam 

(IAI) Al-Aziziyahdiarahkan kepada visinya, menjadi Institut Agama 

Islam yang mampu melahirkan intelektual muslim yang berbasis 

kepada ketinggian moral dan pemahaman dan pengamalan agama. 

Secara umum pendirian Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai manifestasi dari tri-dharma perguruan 

tinggi. Dengan kehadiran Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyahini 

diharapkan mampu mempersiapkan generasi pesantren dan juga 

masyarakat lainnya supaya siap menghadapi tantangan global. 

Adapun secara khusus tujuan dari penyelenggaraan Institut 

Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah adalah, menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sarjana 

Agama yang memiliki pengetahuan dan kepekaan dalam memahami 

realitas keagamaan dan mampu berdakwah dalam masyarakat yang 

semakin mengglobal.103 

Menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan dalam mmemahami gejala-gejala sosial keagamaan 

dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian lapangan (fieldwork). 

Menyeleggarakan  kegiatan  akademik dalam rangka mendalami dan 

mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori hukum Islam serta 

menyampaikannya (dakwah) kepada ummat.  

Hingga tahun 2014, Institut Agama Islam (IAI) Al-

Aziziyahmemiliki mahasiswa aktif 4.059 Orang dengan 108 Dosen 

tetap. Yang mengajar pada IAI Al-Aziziyah adalah para alumni dayah 

yang sudah memiliki gelar master dan Doktor baik dalam maupun 

luar negeri, dan hingga tahun ini ada 34 Dosen Institut Agama Islam 

(IAI) Al-Aziziyah yang bergelar Doktor (Dr).104 

 
103 Wawancara dengan, Tgk. Muhammad Abrar Azizi, M.Sos, Rektor IAI Al-

Aziziyah pada tanggal 24 Desember 2022. 
104 Profil IAI Al-Aziziyah pada Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 

Ajaran 2022/2023. 
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2. STIS Ummul Ayman Pidie Jaya 

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman adalah 

Perguruan Tinggi Islam Swasta yang berbasis dayah salafiyah (dayah 

tradisional). STIS Ummul Ayman didirikan sebagai realisasi program 

1- Dasa warsa (10 tahun) pendidikan Ummul Ayman, yakni dimulai 

dari SMP, MAS dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian sarjana yang 

dihasilkan oleh Ummul Ayman linier dalam kapasitas intelektual dan 

spiritual. Dalam mengemban misi pendidikan, STIS Ummul Ayman 

dikelola oleh akademisi Dayah, baik dosen maupun  tenaga 

struktural yang didominasi oleh sarjana lulusan dalam dan luar 

negeri.105 

Kurikulum yang diberlakukan  adalah perpaduan antara 

kurikulum dayah salafiyah dan kurikulum perguruan tinggi sesuai 

dengan semangat kompetensi  KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia), sebagaimana diberlakukan di lingkungan Kementrian 

Agama. Dengan harapan alumni dari STIS Ummul Ayman  bisa 

bersaing di kancah nasional dan internasional. 

Kampus STIS Ummul Ayman beralamat di Jalan Banda Aceh-

Medan km. 165 Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya. 

STIS Ummul Ayman mendapat izin operasional dari Kementrian 

Agama Republik Indonesia dengan nomor SK 4917 Tahun 2014 pada 

tanggal 03 September 2014 dengan program studi Syariah Ahwal 

Syakhsiyyah (SAS) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES).106 

Sebagai Perguruan Tinggi yang lahir di lingkungan Dayah dan 

masyarakat Aceh yang mayoritasnya beragama Islam, maka 

kehadiran Sekolah Tinggi ini diharapkan mampu mempersiapkan 

generasi pesantren dan juga masyarakat lainnya supaya siap 

menghadapi tantangan global. Untuk itu secara umum pendirian 

Sekolah Tinggi ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

 
105 ibid 
106 ibid 
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manifestasi dari tri-dharma perguruan tinggi. 

 

3. STIS Amal Peureulak Aceh Timur 
Lembaga PTKI ini berada di Kampung Beusa Seubrang, 

Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Berdiri dalam 

lingkungan Pondok Pesantren atau Dayah Al-Madinatul Munawarah 

Al-Waliyah. Disngkat dengan nama Dayah Amal, berdiri pada tahun 

2002 terbentuk dengan nama lembaga awal yaitu balai pengajian Al 

Munawarah dengan jumlah santri lebih kurang 40 orang lokasi 

belajar balai ini terletak di lantai 3 toko saudara milik Teungku Haji 

Arnis Musa. Memasuki tahun 2003, jumlah santri di Balai Pengajian 

ini semakin banyak dan lalu kemudian dibuat balai pengajian yang 

lebih besar ukurannya walau masih terbuat dari pokok kelapa dan 

beratapkan daun rumbia. Kemudian tahun 2005 balai pengajian 

tersebut berubah statusnya menjadi dayah yang diberi nama dengan 

dayah Al-Madinatul Munawarah ini diambil dari nama Dayah Abu 

Usman di Kuta Krueng, Pidie Jaya.  

Kemudian tahun 2006 ruang belajar santri sudah mencapai 8 

kelas dengan jumlah santri telah lebih dari 200 orang. Pada tahun 

2007 tepatnya pada 20 sya'ban 1428 oleh Abuya Profesor Doktor 

Tengku Haji Muhibuddin Wali nama Dayah ini ditambah dengan 

nama Al waliyah sehingga menjadi nama dayahnya yaitu Al 

madinatul Munawarah Al waliyah atau yang disingkat dengan daya 

amal. Dayah ini sering didatangi oleh para ulama-ulama besar yang 

melewati jalur timur. Sehingga daya ini semakin terkenal dan jumlah 

santrinya semakin bertambah banyak terutama santri-santri yatim 

dan fakir miskin yang berasal dari dalam wilayah kecamatan perlak 

barat maupun dari Kecamatan tetangga lainnya.  

Pada tahun 2008 daya ini telah memiliki jumlah santri lebih 

dari 300 orang maka para pengurus daya bersama masyarakat 

berupaya untuk mencari dana wakaf untuk daya. Tahun 2009 

penimbunan lokasi baru untuk daya Putri dimulai karena perlu 

pemisahan santriwan dengan santriwati. Selanjutnya tahun 2011 

tepatnya pada tanggal 26 Februari 2011 atau 22 rabiul awal 1432 
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Hijriyah gubernur Aceh yang pada waktu itu Irwandi Yusuf 

meresmikan SMP dan SMA di komplek daya amal.  

Pondok ini kemudian terus melakukan berbagai inovasi dan 

pengembangan lembaga pendidikan sehingga pada tanggal 12 Juni 

2014 dirjen Kementerian Agama RI Drs haji meresmikan sekolah 

Tinggi ilmu Syariah atau STIS Dayah Amal sebagai satu lembaga 

pendidikan tinggi di Aceh timur. Di bawah Yayasan Dayah Amal 

Dayah salafiyah ini memiliki beberapa unit pendidikan yaitu satu 

daya salafiyah murni 2 sekolah Tinggi ilmu Syariah atau stis amal 

Dayah amal 3 SMA plus amal 4 SMK plus amal 5 SMP plus amal 6 SD 

plus amal 7 solo khusus di bulan Ramadan 8 pengajian ulama dan 

Umara. Dayah ini memiliki kurikulum pengajaran sebagaimana daya 

salafiyah lainnya yang ada di Aceh. 

 

B. Kondisi Keberadaan Aset Waqaf  

Dalam bagian ini, pembahasan akan dikembangkan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu terkait 

pertanyaan; sejauh manakah keberadaan waqaf selama ini dalam 

membantu ekonomi pendidikan pada ketiga Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tersebut?. Terkait masalah berapa 

banyak harta arat aset waqaf yang dimiliki oleh lembaga ketiga PTKI 

ini dan dalam bentuk apa saja harta waqaf tersebut. Gambaran nara 

sumber dapat di rumuskan bahwa : 

 

• Secara umum, seperti yang diungkapkan oleh pimpinan dan para 

staf bagian keuangan di Institut Agama Islam AI Al-Aziziyah 

(IAIA), bahwa jumlah harta wakaf di sana masih terbatas 

dibandingkan dengan kebutuhan lembaga, terutama terkait tanah 

yang dibutuhkan untuk tapak bangunan. Para narasumber tidak 

menjelaskan secara rinci jumlah asset waqaf yang telah ada, 

namun dikatakan bahwa asset waqaf adalah yang paling dominan 

dalam pembangunan lembaga, terutama asset tanah lokasi utama 

LPI ini yang juga bagian dari lokasi masjid sebagai induk 

bangunnan pendidikan. Saat ini, pondok pesantren (dayah) MUDI 
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yang merupakan induk IAIA terkenal dengan jumlah penerimaan 

siswa terbanyak dibanding dayah lain di Aceh. Sekitar enam ribu 

santri belajar di sana dan mereka datang dari berbagai tempat di 

Aceh, Sumatera dan Malaysia. Namun demikian, daya tampung 

fasilitas Dayah, seperti asrama, ruang belajar, dan masjid sudah 

terlalu penuh. Sebagai solusi sementara, pengurus MUDI dan IAIA 

bergerak menggalang sumber dari amal masyarakat umum, 

seperti Waqaf, Sadaqah, Zakat dan Hibbah. 

 

• Hasil penggalangan donasi ini, digunakan untuk membeli tanah 

lain di sekitar lokasi untuk kompleks dan fasilitas asrama putra 

sebagai tambahan, dan juga digunakan untuk kompleks dan 

fasilitas asrama putri. Selain itu, sejumlah aset tanah pribadi 

milik Alm Tgk H Abdul Aziz bin Tgk Muhd Shaleh, yang 

merupakan pimpinan atau Mudir Dayah MUDI pada tahun 1964-

1989 sebelum meninggal dunia, juga telah digunakan untuk 

lokasi lembaga ini. Disamping itu terdapat lebih kurang 3 hektar 

tanah lahan persawahan hasil waqaf yang dimiliki lembaga ini 

yang selama ini digunakan untuk kepentingan pendidikan, 

terutama untuk membantu para dewan gura dan dosen di PTKI 

berkenaan. 

 

• Sementara pada PTKI STIS Ummul Ayman (STIS-UA), para 

narasumber menyebutkan secara umum bahwa jumlah asset 

waqaf juga dominan dari segi jumlah tanah lokasi dan sebagian 

bangunan asrama dan balai-balai lokasi belajar, sementara ruang 

perkuliahan lebih banyak berasal dari hasil bantuan pemerintah 

dan donator wali santri. Para pimpinan di lembaga ini merasakan 

bahwa semua jenis wakaf terasa penting bagi kelangsungan 

dayah dan PTKI ini yang dalam hal pemanfaatannya, satu bagian 

juga tergantung pada yang lain, dan penjelasan ini didasarkan 

pada pengalamannya dalam mengelola amal wakaf, shadaqah, 

zakat dan hibbah di lembaga pondok pesantren ini.  
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• Sementara dalam kasus STIS Dayah Amal (STIS-DA), 

pimpinannya menyebutkan bahwa disamping juga asset tanah 

dan sawah sebagai faktor dominan harta waqaf yang dimiliki, 

namun wakaf pertanian seperti tambak udang, dan lahan 

perkebunan sawit juga ada yang sangat berguna dalam 

membantu para guru dan tutor. Namun karena pendapatan dari 

hasil panen tambak udang dan panen buah sawit hasil nya tidak 

tetap dan pasti dari segi jumlahnya, maka hasil ini belum mampu 

dijadikan sumber utama untuk keuangan pembelanjaan insentif 

guru dan dosen di lembaga tersebut. Jumlah tanah lokasi PTKI ini 

yang dari hasil waqaf sekitar 1,5 hektar, sedangkan lainnya 

berasal dari sumber-sumber lain. Sedangkan sawah, tambak 

udang dan kebun sawit, jika dijumlahkan semuanya sekitar 5 

hektar dengan hasil yang lumayan membantu lembaga 

pendidikan ini, walaupun hanya sekitar 35 % kebutuhan 

pendanaan secara keseluruhan. 

 

• Sebagai catatan secara umum, data tentang asset waqaf di 

lembaga-lembaga PTKI ini belum terinci secara khusus namun 

masih tercatat secara umum dengan sumber-sumber pendanaan 

lainnya. Gambaran ini ditemukan di seluruh PTKI yang 

dikunjungi dan hal ini menurut para staf keuangan PTKI, 

dikarenakan bahwa sumbangan dan donasi seperti waqaf, zakat, 

infaq dan lain-lain diperoleh secara spontanitas dan tidak rutin. 

Ini sangat kondisional tergantung timbulnya kesadaran para 

donator itu sendiri. Dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber 

yang rutin dan pasti dalam perumusan system keuangan dan 

sebagai solusi, manajemen keuangan PTKI dan dayah-dayah ini 

harus menentukan sumber keuangan lain, yang dapat 

dimanfaatkan untuk memastikan bantuan keuangan kepada 

guru/dosen, staf, santri/mahasiswa dan menutupi biaya 

operasional lainnya. 

 

Sebagai catatan tambahan dari hasil wawancara dilapangan, 
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perlu diingatkan bahwa secara sosial sebagian masyarakat lebih 

bermotivasi memilih untuk mewakafkan hartanya ke Masjid 

daripada PTKI/Dayah atau lembaga pendidikan Islam lainnya karena 

paradigma masyarakat bahwa keberadaan masjid akan lebih 

bermanfaat, berfungsi permanen, sementara lembaga pendidikan 

seperti PTKI/Dayah dipahami bahwa masa depannya akan sangat 

bergantung pada kemampuan regenerasi para pimpinan. Selain itu, 

banyak kasus yang menunjukkan bahwa keberlangsungan lembaga 

seperti ini terganggu oleh beberapa faktor, baik internal maupun 

eksternal. 

 
Table 1.1 

Informasi Gambaran Umum Tentang Aset Waqaf pada 3 PTKI 
 

No. Aset Waqaf  
IAI Al-

Aziziyah 

STIS 

Ummul 

Ayman 

STIS 

Dayah 

Amal 

1. Masjid/Lokasi Utama √ √ - 

2. Lahan Sawah √ √ √ 

3. Tambak  - - √ 

4. Perkebunan √ √ √ 

5. Ruang Belajar/Balai √ √ √ 

6. Asrama √ √ √ 

7. Tanah (Strategis) √ √ √ 

8. Fasilitas Pendukung √ √ √ 

 
 

Potensi Sumber dan Donatur Cash Waqaf 

Pada bagian ini focus pembahasan dan analisa data dari 

lapangan adalah terkait rumusan masalah penelitian yang kedua 

yaitu Bagaimanakah potensi para waqif (calon donatur waqaf) 

yang akan mendukung program penggalangan dana waqaf tunai 

pada ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam ini? 

 

• Terkait dengan isu yang berkaitan dengan potensi calon para 

donator atau pemberi waqaf yang potensial dijadikan sebagai 
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sumber pendanaan, antara ketiga lembaga ini memiliki 

perbedaan yang signifikan. Walaupun secara umum, kondisi 

keuangan dan pendanaan pendidikan di ketiga lembaga ini 

hampir memiliki kesamaan dari segi kemampuan pembiayaan 

pendidikan. Dari ketiga PTKI ini, hanya IAIA yang lumayan baik 

dan kuat dari segi ekonomi pendidikan, ini dikarenakan 

kondisinya yang sudah lebih lama eksistensinya dan memiliki 

jumlah mahasiswa dan alumni yang banyak. Walau 

bagaimanapun, ketiga lembaga ini masih mengalami kekurangan 

dari aspek pembiayaan pendidikannya, terutama dalam hal 

pengadaan sarana dan prasarana vital kampus. Jumlah ruang 

belajar, asrama mahasiswa, fasilitas pustaka, ruang laboratorium 

dan theater masih belum maksimal. Dan dalam hal ini, para 

pimpinan menyatakan masih membutuhkan perhatian dan 

bantuan serius terutama dari kalangan pemerintah dan pihak-

pihak lainnya. 

 

• Sementara, dalam hal pemetaan calon potensial yang akan 

bersedia memberikan amal jariah nya dalam membantu ketiga 

lembaga ini, memiliki kesamaan sasaran dan target yang 

berdasarkan perkiraan dan keyakinan pihak pimpinan ketiga ada 

berasal dari kalangan alumni PTKI/Dayah tersebut. Namun posisi 

alumni ini lebih besar persentase peluangnya adalah IAIA dengan 

berbasis Dayah MUDI yang karena usia pondok tersebut sudah 

ratusan tahun, dan jumlah alumni nya mencapai 30 ribu orang 

diseluruh Aceh dan luar Aceh. Sementara untuk STIS-UA, 

kalangan donator paling potensial disamping para alumninya, 

adalah para wali murid/santri atau mahasiswa nya. Berdasarkan 

pengalaman dalam satu dasawarsa terakhir, LPI Ummul Ayman 

telah mencatat besarnya motivasi dan kontribusi wali santri 

dalam mendukung dan membantu operasional lembaga ini.  

 

• Sedangkan lembaga PTKI STIS-DA, mencatat bahwa peluang 

memperoleh calon donator terbaik nya datang dari kalangan 
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tokoh masyarakat, hartawan dan para alumni kampus yang 

sebagian besarnya merupakan kalangan birokrat, legeslatif dan 

usahawan local. Sementara dari kalangan alumni santri nya, 

belum dapat dihandalkan sepenuhnya karena usia keberadaan 

lembaga pendidikan ini masih tergolong muda dan belum 

menghasilkan alumni dayah yang sukses dalam berbagai bidang. 

Menurut keterangan pimpinannya, rata-rata alumni yang 

menempuh pendidikan sambil mondok masih dalam tahap 

pendidikan lanjutan dan meniti karir sebagai pemula. Keyakinan 

nya untuk mendapatkan peluang donasi cash waqaf dari 

kalangan tokoh masyarakat, hartawan dan pengusaha adalah 

karena faktor kedekatan dan komunikasi social yang baik antara 

pimpinan PTKI dengan pihak-pihak berkenaan selama ini. 

 

• Dalam upaya untuk melakukan penggalangan sumber waqaf 

tunai dari berbagai pihak yang potensial tersebut, maka ketiga 

pihak dari PTKI ini memiliki rencana yang hampir sama untuk 

dilakukan agar tujuan yang satu ini dapat tercapai. Pertama 

adalah dengan melakukan sosialisasi dan pertemuan yang dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan acara-acara peringatan khusus 

yang biasanya akan menghadirkan apara alumni, tokoh 

masyarakat, kalangan pemerintah, para orang tua pelajar. Tradisi 

memperingati HAUL atau hari ulang tahun atas meninggalnya 

pimpinan atau ulama terdahulu biasanya dilaksanakan setiap 

tahun atau minimal setiap dua tahunan. Begitu juga dengan acara 

peringatan hari-hari besar Islam lainnya, seperti peringatan 

maulidurrasul, peringatan 10 muharram dan lain-lain akan 

dimanfaatkan untuk mengadakan rapat dengan organisasi alumni 

dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan dukungan dan 

tercapainya rencana penggalangan calon pemberi amal jariah 

dalam bentuk waqaf nuqud tersebut.  

 

Peluang Pengembangan dan Bentuk Investasi  

Dalam rangka menganalisa hasil pendataan terkait bahagian 
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kajian ini, pembahasan tertuju untuk menguraikan jawaban atas 

rumusan masalah penelitian yang ketiga yaitu Bagaimanakah 

peluang pengembangan dan model investasi dana waqaf tunai 

yang akan dikelola oleh para nazir atau lembaga pengelola di ketiga 

perguruan tinggi keagamaan Islam ini? 

 

 

• Jika rencana penggalangan para donatur atau waqif yang akan 

berkomitmen menyumbangkan sejumlah uang berbentuk tunai 

sebagai waqaf nya itu terwujud, maka untuk membaca peluang 

dan menyusun rencana pengembangan permodalan yang 

terkumpul tersebut, para pihak dari unsur pimpinan dan 

bahagian keuangan ketiga PTKI yang dikunjungi mengaku sejauh 

ini belum memiliki gambaran pasti, kearah mana investasi dana 

itu akan ditujukan. Ini dikarenakan pihak-pihak ini belum 

memperoleh pengalaman dalam mengelola keuangan yang 

bersumber dari waqaf tunai, selama ini mereka hanya mengelola 

hasil dan pendapatan dari aset-aset waqaf yang produktif seperti 

tanah lokasi perniagaan yang disewakan, hasil panen padi dari 

sawah atau perkebunan sawit sebagai harta waqaf atau hasil 

pertanian tambakudang dan ikan yang manfaatnya digunakan 

dalam membantu pelanjaan keuangan lembaga.  

 

• Namun demikian, berdasarkan pertimbangan dan pemetaan 

situasi ekonomi di internal maupun eksternal PTKI/Dayah yang 

ada, masing-masing mempunyai kecendrungan yang berbeda 

dalam melakukan investasi dengan target memperoleh 

keuntungan atau investasi yang akan dilakukan untuk 

menghasilkan pendapatan dari modal waqaf tunai itu. Walaupun 

titik kesamaannya adalah bahwa ketiga PTKI ini lebih memilih 

mengelola sendiri atau rekanan tetap yang khusus sebagai calon 

nazir waqaf, berbanding keinginan untuk misalnya bekerja sama 

dengan pihak perbankan syariah sebagai LKS-PWU yang telah 

ditetapkan. Dan ketika ditanyakan alasan kurang nya 
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kepercayaan terhadap pihak perbankan dalam mengelola 

permodalan ini, para narasumber lebih menyebut alasan 

utamanya akibat persoalan trust dan tingkat track record 

perbankan yang kerap membuat para nasabah merasa kurang 

diuntungkan. Bahkan image buruk yang awalnya dialamatkan 

kepada para kreditur bank-bank konvensional, kini masih juga 

terkena imbasnya pada pihak perbankan syariah di Aceh.   

 

• Dalam menganalisai sektor ekonomi dan permodalan apakah 

yang paling berpotensi mendapatkan keuntungan dari dana 

waqaf tunai itu, pihak dari STIS-DA mempunyai keinginan agar 

permodalan waqaf tunai itu dapat diinvestasikan pada sektor 

perdagangan dan penjualan bahan-bahan bangunan. Ini 

berdasarkan pengalaman lembaga pendidikan ini, membina para 

santri untuk terampil dalam usaha cetak material-material 

bangunan yang berasal dari pemamfaatan semen dan pasir serta 

batubata. Usaha ini telah berhasil dikembangkan sejak awal 

berdirinya pondok pesantren ini, terutama dalam membantu 

para santri dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang 

mampu. Dan usaha tersebut sering terkendala pada aspek modal 

untuk membeli bahan-bahan material olahan. 

 

• Sementara menurut pihak STIS-UA, permodalan yang akan 

diperoleh dari waqaf tunai itu baiknya ditanamkan sebagai modal 

usaha kuliner yang sangat berkembang di lingkungan dalam dan 

luar institusi. Banyaknya para wali santri/mahasiswa yang 

datang mengunjungi anak-anaknya sangat potensial untuk 

dijadikan sebagai salah satu konsumen kedai-kedai kuliner 

(makanan dan minuman). Disamping keperluan santri dan 

mahasiswa sendiri selama hampir 24 jam beraktivitas didalam 

dayah serta keperluan makanan oleh masyarakat sekitarnya. 

Berdasarkan perkiraan pihak keuangan lembaga ini, peluang ini 

lebih potensial untuk memastikan keuntungan daripada sektor 

bisnis yang lain.  
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• Lain hal nya dengan pihak PTKI IAIA dan Dayah MUDI, para 

pimpinan lembaga ini memiliki arah dan kecendrungan agar dana 

permodalan dari kumpulan waqaf tunai itu diinvestasikan di 

bahagian koperasi pondok pesantren (Kopentren) yang ada. 

Selama ini koperasi kampus memiliki sejumlah unit pertokoan 

yang menjual kitab-kitab, busana muslim, dan barang-barang 

rempah kebutuhan rumah tangga. Dan berdasarkan catatan pihak 

manajemen keuangan, keberadaan koperasi lembaga selama ini 

memberikan keuntungan secara bisnis dan perniagaan. 

Disamping usaha musiman yang dikelola koperasi adalah 

melakukan jual beli padi setiap musim hasil panen sawah, baik 

berasal dari pengelolaan internal lembaga maupun dari 

masyarakat atau petani umum.  

 

Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Hasil Cash Waqaf 

Di bagian ini, perumusan data lapangan diuraikan 

berdasarkan analisa jawaban terhadap rumusan masalah penelitian 

yang keempat yaitu; Seperti apakah rencana pemanfaatan dan 

penggunaan dana hasil waqaf tunai dalam membantu ekonomi 

lembaga pendidikan Islam di ketiga perguruan tinggi keagamaan 

Islam ini? 

 

• Menurut pengakuan para pimpinan lembaga PTKI yang 

diwawancara bersama dengan pihak keuangan nya, seandainya 

program ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan dapat 

memberikan nilai tambah bagi sistem keuangan PTKI yang ada, 

maka pemamfaatannya akan digunakan sebaik-baiknya dengan 

target yang telah disepakati sebelumnya antara para waqif selaku 

pemberi dana waqaf dengan para nazir atau pengelola 

permodalan. Berdasarkan pengakuan para nara sumber ini 

penting dipertahankan sebab merupakan syarat utama dari segri 

syara’ dan hukum Islam, bahwa waqaf itu harus dijalan sesuai 

tujuan mauquf ‘alaih (sasaran bantuan waqaf) dan untuk menjaga 
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tingkat kepercayaan yang baik dari para donatur. Jika pada tahap 

pertama, program ini berjalan sesuai rencana dan dipublikasikan 

kepada pihak terkait atau publik, maka akan menambah motivasi 

para danatur berikutnya untuk berpartisipasi pada waktu 

selanjutnya. 

 

• Dan jika diberikan pilihan, maka arah pemanfaatan dana hasil 

cash waqaf itu akan digunakan untuk membantu pembiayaan 

pendidikan dengan skala prioritas sebagai berikut : 

1. Membantu beasiswa santri/mahasiswa yatim piatu 

dan fakir miskin. 

2. Membantu pemberian honorarium dan insentif kepada 

dewan guru atau dosen PTKI 

3. Membantu biaya operasional lembaga, terutama untuk 

membayar keperluan harian di PTKI 

4. Membantu pengadaan kitab-kitab, buku-buku dan 

bahan belajar lainnya yang diperlukan 

 

Sebagai tindak lanjut dan pengembangan program ini dimasa 

mendatang, langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

penggalangan dana waqaf tunai oleh PTKI yang ada pada masa 

berikuntnya adalah mengintensifkan sosialisasi dan publikasi hasil 

dari penggalanagan dana waqaf tunai, sistem pengelolaannya dan 

output keberhasilan program ini. Sosialisasi terutama untuk 

kalangan alumni dan wali pelajar serta masyarakat umum. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Sebagai sumber pembiayaan pendidikan, wakaf tunai 

memiliki peluang yang sangat signifikan dalam memulai mendukung 

ekonomi pendidikan, namun secara ilmiah para pihak dalam dunia 

pendidikan Islam di Aceh khususnya perlu memulai melakukan 

terobosan terhadap hal ini. Untuk menyukseskan program ini, 

berbagai terutama pemerintahan perlu memberikan dukungan yang 

diperlukan. 
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